STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

3. KEPANITERAAN HUKUM
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DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Talan Pulaw Bangka, Padung Baru, Kee. Pangkalan Baru,
Kota Pangkelpinang, Kep, BangkaBelimng 33634,

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
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Ne. Dokumen SO0 L/HE2025 ]
Tgl Fembuatan |01 Oktober 2025
Tl Revisi
Tl Efektil 01 Cetober 2025
Disahkan Oleh Ketun PTUN Pangkalpinang
-4,

Mohamad Sysuqle, 5.H., M.H.

Nama SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

DASAR HUKUM :

. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Nepara;

2, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tohun 1998 tentang
Penyelesalan Perkarag

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomaor;
EMAOILSKAV2006 tentang Pemberlakuan Buoku | Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrusi Pengadilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/BMASKNVILY
2007 tentang Memberlakukan Bukue 1V Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan

KUALIFIKASI PELAKSANA :
L. Sarjana Hukum

2. Mengenti dan mahir komputer

KETERKAITAN :
1. S0P Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum

2. S0P Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
|. Komputer/ Laptop

2. Jaringan Internet

3. Printer

4. Formulir Surat Masuk di Komputer
5. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :
SOP ini tidek difaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tdak
lancar

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Administrasi Persuratan Kepaniteraan Hokum
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MAHEKAMAH AGUNG REPUBLIE INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGCKALPINANG
Jelan Pulau Bangka, Padang Ban, Kee. Pangkalan Baru,

Kota Pangkelpinang, Kep, BangkaBelitung 33684,
www._ptun-pangkalpinang go.id, infofdptun-pangkalpinang go.id

No. Dokumen SOPOOXHE2025

Tyl Pemboatan [0 Oktober 2025

Tl Revisi

Tgl Efeckiif U1 Oktober 2025

Disahkan Olch Ketus FTUN Pangkalpinang
Mohamad Syaugic, 5.H., M.H.,

Numa S0P PENGELOLAAN SURAT

KELUAR

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tabun 2009 ientang Perubahan Kedua alas
Undang-Undang Nomor § Tahun 1986 tenting Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Surat Edaren Mahkamah Agung Nomeor 3 Tahun [199%
Penyelesaian Perkara;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/OIZSE/AV2006
tentang Pemberlakuan  Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan;

4. Kepusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145KMASEATIL 2007
tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Badan-Badan Peradilan

tentang

KUALIFIKASI PELAKSANA:
|. SSarjana Hukum

2. Mengerti dan mahir komputer

KETERKAITAN :

1, SOF Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum
2, SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraon Hukum

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
I. Komputer/ Laptop

2, Jaringan Intemnet

3. Printer

4. Formulir Surst Masuk di Komputer
5. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN ;
SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak lancar

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Administrasi Persuratan Kepaniteraan Hukum
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

AN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Pulaw Bangka, Padang Baru, Kec, Pangkalan Baru,
Kota Pangkalpinang, Kep. BangkaBelimng 33684,

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGATMLAN TATA USAHA NEGARA PANGEALPINANG

www.plun-pangkalpinang go.id, infod@phun-pangkalpinang, go.id

No, Dokumon

SOMOOHES 2025

Tl Pembuntsn

0] Oktober 2025

Tel Revisi

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER | Te! Efekaif

01 Oktober 2025

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 teang Peradilan Tata
Usaha Negars;

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor;
145/EMASKANITE2007  tentang  Memberlakukan  Buku IV
Pedoman Pelaksanasn Pengawasan di Lingkungan Hadan-Badan
Peradilan;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMAGD32SE/IV/2006
tentang Pemberlakuan Buku | Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan;

4. Keputusan Direktur  Jenderal Badan Peradilan  Militer  dan
Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 48/DimtKEP/VI2012
tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan
Peradilan Tata Usaha Negara;

Disahkan Oich Kelua PTUN Panghalpinang
Mohamad Syaugie, 5.H., M.H.
Nama SOF PELAKSANAAN LAPORAN
BULANAN
KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Sarjana Hukum

2. Mengerti dan mahir komputer

KETERKAITAN :

1. SOP Pembuatan Laporan Triwulan
3. SOP Semesterian

4. S0P Pembuatan Laporan Catrwulan
5. S0P Pembuatan Laporan Tahunan

6. SOP Pembuatan SAKIP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

. Jaringan [nternet
. Primter

W o el b =

. Komputer/ Laptop

. Diata darj Kepaniteraan Ferkora
. Formulir Surat Masuk di Komputer

PERINGATAN ;
SOF ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak
lancar

PENCATATAN DAN PENDATAAN -
Dokumen penyelesaian Perkara
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CATATAN:

- Jenis dan Format Pelaporan Perkara Pengadilan tersedia pada lempiran SOP ini.
= Pengadilan menindaklanjuti evaluasi terkait Pelaporan Perkara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun oleh Ditjen Badilmiltun,




No. Dokomen SOPODATI 25
Tgl Pembuatan |01 Oktober 2025
Tel Revisi
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER | T#! Efekir - Digolser 2023
DAN PERATMLAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG |7 Olet RE TN Pancltpionns
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGEALPINANG
Jaban Pulau Bangka, Padang Bam, Kec. Pangkalan Baru, *
Kota Pangkalpinang, Kep. BangkaBelitung 336584, P'e‘,
www.ptun-pangkalpinang po.id, infedptun-pangkalpinang. go.id
Mohamad Syaugie, S.H., M.H.
Noama SOF PENYUSUNAN LAPORAN
CATURWULAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
I. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubaban | 1. Sarjana Hukum
Kedua atas Undang-Undang Nomor § Tahun 1986 tentang | 2. Mengerti dan mahir komputer
Peradilan Tata Usaha Negara,
2. Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor
T45/KMA/SINTIT 2007 tentang Memberlakukan Buku
IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
Badan-Badan Peradilan;
3. Keputusan  Kena  Mahkamah  Agung  Nomor:
KMAMIZSEKAV/2006 tentang Pemberlakuan Buku 1
Pedoman  Pelaksanaan Tugas don  Administrasi
Pengadilan
4, Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor:
13WEKMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlabuan Formulir
Laporan Pengadilan Versi Baru secara Elekironik;
5. Keputusan Dirckiur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Mepara Nomaor:
48/DjmVKEP/VIL2012  tentang  Buku  Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata
Lisaha Megara;
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOF Pembuatan Laaporan Bulanan 1. Komputer/ Laplop
2, 80P Pembuatan Laaporn Semesier 2, Jaringan Inlernet
3. SOP Perbubuatan SOP Kepanitersan Hukum 3. Printer
4, BOP pernbuatan SAKIP 4. Buku serat masuk
5. FM Laporan Bulan, kasasi, PK, dan eksekusi 5. ATK (Alat Tulis kantor)
6. Data dari kepaniteraan perkara
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
SOP ind tidak dileksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi Dokumen penyelesaian Penganan Perkara
tidak luncar
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calurwitlan Subtapian Tata Usaha felih dibubuhi
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Laporan
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Kehiar
Mengirim laporun ¥ - Laporn catsrauilan - Terkirimnya
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CATATAN:

= Jenis dan Format Pelaporan Perkara Pengadilan tersedia pada lempiran SOP ini.
- Pengadilan memindoklanjuti evaluosi terkait Pelaporan Perkars yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tingi maupun oleh Ditjen Badilmiltun.




No. Dokumen SOPOS/HK/2025
Tgl Pembuntan |0 Oktober 2025
Tl Revisi
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER | Tl Efckdr 01 Qlaoker 2025
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA o o I
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG | hkan e AEkapsrL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGEKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Haru, Kec. Pangkelan Ban, -
Kota Pangkalpinang, Kep, BangkaBelitung 33684, EE
www.plun-pangkalminang, go.id, infod prun-pangkalpinang. go.id
Muobnmad Synogie, S.H., M.H.
Mama S0P PENYLUSUNAN LAPORAN
SEMESTER

DASAR HUKUM :

I, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Momor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Keputusan  Ketua  Mashkamah  Agung  Nomor:
TASKMASSKAVITY 2007 tentang Memberlakukan Buku
IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
Badan-Badan Peradilan;

3. Kepumusan Kewa Mahkamah  Agung  Nomor
KMA/032/SKAV/2006 tentang Pemberlakuan Buku |

Pedoman  Pelaksansan Tugas  dan  Administrasi
Pengadilan;

KETERKAITAN ;

I, SOP Pembuatan Laporan Bulanan

2. BOP Pembuatan SAKIP
3. FM Laporan Kegiatan Hakim
4. FM Laporan Kegiatan Panitera Pengganti

KUALIFTKASI PELAKSANA :
I. Minimal SMA/ Sederajat
2. Mengerti dan mahir komputer

PERALATAN/ PERLENGEKAPAN :
Komputer/ Laptop

Jaringan Intermet

Printer

ATE (Alat Tulis kantor)

Data dari kepaniteraan perkara

L

PERINGATAN :
SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi
tidok lancar

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Laporan Penyelesaian Penanpanan Porkars
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h Lapomn
Semester
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: keluar padn semester
::Tmnsa:]mﬂ ! Subbagian U/ pradks
. n A Subbagizn Taia Subbagien
CHSTY Rk Usaha Pengadilan Unmum/
pofloopy s diniog - ELAP Subbagian
Hengan ¥R - Pickup service PT Tata Usaha
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CATATAN:

- Jenis dan Format Pelaporan Perkara Pengadilan tersedia pada lempiran SOT ini,
= Pengadilan menindaklanjuti evaluasi terkait Pelaporan Perkara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi mavpun oleh Dritjen Badilniltun,



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER | T2l Efektif 01 Oktaber 2025
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMEBANG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Julan Pulau Bangka, Padang Bam, Kec. Pangkalan Bang, :
Kots Pangkalpinang, Kep. BangkuBelilung 33684, _&
www.ptun-pangkalpinang go id, infof@ptun-pangkalpinang.go.id

Mo, Dokumen SOPO0ATIL 2025

Tpl Pembuatan (01 Oktobor 2025

Tyl Hevisi

Disahkan Oech Ketua PTUN Pangkalpinang

Mohamud Syaugle, S.H., M.H.

DASAR HUKUM :

Nama SOF PENYUSUNAN LAPORAN
TAHUNAN
KUALIFIKASI PELAKSANA :
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubaban | 1, Sarjana Hukum

Kedua atas Undang-Undang Momor § Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Mengerti dan mahir komputer

2. Keputusan  Ketwa  Mahkamah  Agung  Nomor:
145K MASSEVITL 2007 tentang Memberlakukan Buku
IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
Badan-Badan Peradilan;
3. Keputusan  Kewa  Mahkamsh  Apung  Nomor
EMAMIZSKAV2006 tentang Pemberlakuan Bukuo |
Pedoman  Pelaksansan  Tugss dan  Administrasi
Pengadilam;
4. Keputusan Ketwa  Mahkamah  Agung  Nomor:
I3WEKMASEAX2011 tentang Pemberlakuan Formulie
Laporan Pengadilan Versi Baru secara Elektronik;
5. Keputusan Dircktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Nepara Nomor;
ADjmKERVIN2012  fentang  Buku  Pedoman
Pelaksanasn Adminisirasi Kepaniteraan Peradilan Tata
Lisaha Megara;
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. BOP Pembuatan Laporan Tahunan 1. Komputer/ Laptop
2. FM Laporan Tahunan 2. Jaringan Internet
3. SOP Pembuatan LAKIP 3. Printer
4. Buku surat masuk
5. ATK (Alat Tulis kantor)
6. Dala dari kepaniteraan perkara
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN ;

S0P ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan wgas menjadi
tidak lancar

Laporan Penyelesaian Penanginan Perkara




Pelnksann Mutu Biku Kt
My Aktivins StafiAnnlis Panmmud et
Podar Huum | Paniters Wakil E':;*I““m“ "1 Wak Cutput
Ferulilan Kelua eaghapan

1 Menghimpun datn dari = Buku Terhimpunnya
Kepaniicran Perkara armek repistar datu perkara
Laporan Tahunan Perkara. Q induk dari

peskan Kepaniteran
= Tendo Perkara
Tertna
NS
- S[p

1 | Merckapitulasi jurnlih = Buly Terckugritulsi
perkara selama | (san) v register nva dain
Tt induk perkara dari

perkarg Kepaniternan
- Dats Perkar
perkara dari selama 1
Kepaniteria {ahun
n Perkara
= 8P
3| Membuat Drflaporn [ata perkarn
ECMERtET dari Tersedianya
Koepanitemaan Draf laparan
Perkar Toahuman
]

4 Menganalisa, memeriksz, dam ] = Diaf 2 Lapaorn
mempini Draf bipomn Laporun Tahunan yang
Tahurm Tahunan saidah dipamf

- —% h

5 Mensndatangani lapo e - Laporan Lopaoran

Taluaian 1 Tahunan Tahunan telah
2 sstah ditnndosngrmi
a?npmf .

6 Memberd nomor dan = Laporan = Laporan
membubuhi cop/stempel pada Tahunan r Tahuman
Laporan Tahunan = Baku telahddrben

Ajenda . ot dan
suigat kelunr I telzh
pada dibubuhi
Subbagian capistempel
Ui/ = Tercatatryn
Subbiyzian Laporan
Tata Usaha Tahunan
Pengadilin pads Agenda
Surt Keluny

T | Merigirim luparan Tulwnan, = Sum Terknimmyu
paling lambat tanggal limo Perantis Laporan
baik dalum bentuk hardcopy ¥ = Apgenda Tahunan
mavpun softeopy dan ditutup suraf kiehur
dengan mengitim laponn E- = E-LAP
LAP. - Pickup

service PT
POS -

8 | Mengarsipkan luporn = Lapumun Tersimpimmnys
Tahunan ke datam dats buse Tahsinan arsip kaporman
dan katak/hox file arsip serta = Kok Tahunan pada
menyerehkon ke Subkagian assip box Kepaniteriam
Pelaporan Pengadilan. file Hikum dan

Subbagian
I'-ulumf.an




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Pulau Bangka, Padung Bary, Kec. Pangkalan Baru,
Kota Pangkalpinang, Kep. BangkaBelitung 33684,

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGEALPINANG

www.plun-pangkalpinang.go.id, infofdptun-pangkalpinang go.id

No, Dokomen SOPO0THE2025

Tel Pembustan [0 Oktober 2025

Tel Revisi

Tel Efekir 01 Oktober 2025

Disahkan Cleh Ketun FTUN Panghalpinang

Mohamad Syaugic, S.H. M.H.

Noma SOF PELAYANAN MEJA

PENGADUAN

DASAR HUKUM :

i

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha MNegara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Megan;

Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
Keputusan Ketus Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
KMAOSNSKYILL2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Lembapa Peradifan;

Keputusan Ketua Mahkamah Apung Nomor: 145KMASK VI
2007 tcntang Memberlokukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
Keputusan Ketua Mahkamah Apung
OD7T6/EMASEKNI2009  Pedoman  Pelaksanaan
Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketva Komisi
Yudisial Nomor:  (MWKMASKBR/IV/2009 dan Nemor:
02/ SKB/P KY/1V/200% tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Peguwai Negeri Sipil,

Momor:
Penanganan

KUALIFIKASI PELAKSANA ;

L
&
3

51 Sarjana Hukum
Mengerti dan mahir eomputer

Mengikuti bimbingan teknis masalah Pengaduan

KETERKAITAN :

i:
2.

SOP Surat Masuk
SOP pelaksanaan Laporan Triwulan

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

LA s L b e
Al e L

Komputer/ Laptop

Printer

Peraturan Perundangan yang terkait
Buku referensi

Jaringan Internet

PERINGATAN :
SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tupas menjadi tidak
lancar,

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Dokumen Pengaduan




Pelaksana Mt B R
N
Aktiviles : Ketua! Tim
] Petugas meja Panrmsd : ; Persyuratas/
rengaduan Fhakum Prnibe m Pemerikes Perlenplayian Woiktu Cutput
I [Menerima dan - Buku agenda [hterimunys
mencnlal surst surmt pengiduan ilnn tercatatiya
Pengaduan ( :; - Sural pengaduan surt
pengadunn
dalam buku
apenda
2 | Membunt konsep = Sural pengadusn Tersedianyn
1eliah v = Lembaman konsep
disposisi surat felnahan
pengaduan
3 |Menporeksi - Diraftelash Trermedianys
Ronsep telash Y pengadian konscp telaal
e E = Surnd pengoduan yang telal
diknneksi
4 | Memyermhkan h 4 - Sumt pengaduan DMtcrimamya
tefnah Pergaduom - Dvaf sural ickaah telaah
kepada Ketun petkizaduen pengaduen
5 [Membunt konsep v - Telanh Tersedionya
sural Penmiah pengadunn konsep Sumi
Pembentyikan Tun 1 Perintah
Pemeriksa Permnbentulan
Tim Pemeriksa
6 | Mengoreks Surst =%ural Perintah Sursl Perintah
Perintah Pernberdiikan h Penibiemuan
Fembentuleom Tim Sy Tim Pemeriksa Tim Pemeriksa
Memeniksa yang telah
i dikomneksi
7 | Menondatangsni ¥ - Surut Perintah
Surut Penintah Pemnbemtukan r Surnt Perintah
Pembentukan Tim Tim Pemeriks Pembertikan
Pemenksa Tim Pemerika
i yang sudnh
ditanckitangani
& | Membunt Sumt v - Surat Pangpilan Tersedionyn
Panggilankepada kepuoda Pengadu, Surnt panggilan
Pengady, Terkail, Terkait, dan kepada
dan Teradu Terndu Pengadu,
Terkai, dan
Teradu
% | Tim melakulan = Dokumen -Berita Acam
Pemeriksaan pengadim
kepads Penpodu,
Terkait, dan
Teradu
10 I Melaporkan hasil - Muskah laporan Laparan hasil
pemerikszan hasi] pemeriksaan pemeriksann
kepada Ketua
11 | Memindakianjuti - Laporan hisil Tindskanjut
laporan hasi pemenksinn laporan hasil
pemeriksaan ke pemerikanan ke
BAWAS MA BAWAS MA
mekalui SIWAS nvelalui
dan PT TUN STWAS dan PT
TUN
13 | Menyparsipkan - Surat klarifikas Tersimpanmya
Lapsvran Flasid pengsduan AFEip surnl
Pemeriksaan @ = Kotak/box file Klartfikas:
arsep pengachen poda
Kepaniteruzn
Hukum




No. Dokumen SOPOGRHK 2005
Tpl Pembuatan |01 Oktoher 2025
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tt
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER Tel Efektif 01 Cltober 2025
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG | Disahkan Olch Ketua PTUN Panghalpinang
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Buru, Kee. Pangkakan Bar, .
Kota Pangkalpinang, Kep. BangkaBelitung 33684,
www. plun-pangkalpinang go.id, info@ plun-pangkalpinang go.id é »
Makamad Syaugie, 5.0 M.H.
Nama S0P PENANGANAN MEJA INFORMASI
DASAR HUKUM : KUALIFTKASI PELAKSANA :

l.  Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negarm;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Janis
dan Tarif atas Jenis Pencrimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya;

4. Keputusan  Ketun  Mahkamah  Agung  MNomor
145/ KMASK/VIILI2007 tentang Memberlakukan Buky
IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
Badan-Badan Peradilan;

5. Undang-Undang Womor 14 Tahun 2008
Keterbukazn Informasi Publik;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-
44/ KMASSE/VIN2022  tentang  Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan.

fentang

. Sarjana Hukum
2. Mengikuti bimbingan teknis Pelatihan KIP dan Penyelesaian
Sengketa Informasi Penpaditan

KETERKAITAN :
1. SOF Kepanitersan Perkara
2. S0P Kepaniteroan Hukum

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
Formulir permintaan informasi
Buku agenda permintazn informasi
Media penyimpanan informasi
Komputer! laptop

Surat permohonan informasi

e TN e

PFERINGATAN :
SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi
terhambat

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Dokumen Layanan Informasi (Konvensional dan Elektronik)




Pelaksans Munu Baku e
No Aktivitas Petugas meja PPID PPID Atasan Dewan
informasi/ Peloksann {Pumenud 41;1““ Purtimhbiang Perpamlin/ Wikt Chrpt
Smf Hukisim)y ¢ 3 a0 Vecken
I |Menerima - = Formulir Tercalatnyg
Permohenan permohiarnn permohanan
inferrmmsi baik informasi infirmnsi
secara mantl { } - = Swrat buku Register
ITALpAIT o
elikizonik infirmiasi i
= Wehsire
- Google
reviow
= Media Sosial
- E-Mall
2 [Mengisi regiser - = Formulir Termepisternya Tika tidak
permahaonan permohonn permohonan lemgkap,
informasi dan A informash informasi maka berkas
memberikan = Surat I dikermbalika
sulinan kepuada i hari n kepada
pemahion [P ES infarmusi permtim
= Register untuk
prermarhonan dilenghapi
informasy
3 |Memeriksa - - Dolkeimen Permohonan
Itelmg::mn pﬂmhﬂTm infadims lelnh
pemhanan informis cngkap
termasyk o /\‘ l
ketersediam v
informnsi yang
dimohonkan
4 |Menymnpaikan * - Dokianen Tercmpailommmys
dan menyiapkan peermmohonnr pemberitahuan
it miformas secnrn tenulis
secara lorulis
kepads perpas
informas: dalam
hal permohonan
ditolak’ dilerima
5 [Mecminta PPID - - Pemberital Informasi yang
Pelnksann untuk N EECAry dhiperiukn pudah
mesyiapkan tertulis tersiapkan
mformasd, = Formulir
memperkimkom
watkts dan bizya mndrmasi
yang diperluban
uniuk
mengpandakan
informa yang
diminin
f |Memberikan - - Informnsi Diketahuimya
kesemgpatan yang diminta infirmasi yang
kepada pernohon diburulskan oleh
informisi spabila pemohion
ingit imelihat infoamasi
terlehil dahuly
infomms; vang 4
diminta sebelum
Inermituskan
ki
mengrandakan
iz tidak
inifarmis fersebut
7 |Menggondakan = - Informasi Escﬁmmra — Il
informasi yang - vang dimint informsi yang
dimima don = Biayn dimohenkoan oleh
mesierikon prerggmedaan pemohon
infimas terschut = Tenda ferima informusi
kepada pemihon mfiarmas
nformusi l publik




No. Dokumen SO HE 2025
Tel Pembuntan |01 Oktober 2025
Tpl Revisi
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER | Tel Efektif 01 Oktober 2025
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh Ke ¢ Panekatal
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG | 0 ka0 fun FION Panghalplnang
PFENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGEALPINANG .
Jalan Pulay Bangks, Padang Bam, Kec. Pangkalan Bam,
Kota Panpkalpinang, Kep. BangkaBclitung 33684, —-&
www.plun-pangkalpinang go.id, info@ptun-pangkalpinang go.id
Mohamad Syaugie, 5.1, M.H.
Nama 50F PEMGELOLAAN BERKAS IN
AKTIF
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

l. Undang-Undang MNomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Keputusan  Ketwa  Mabkamah  Agung  Nomor;
KMA/D32/SEAV2006 tentang Pemberlakuan Buku |

Pedoman  Pelaksansan  Tugas  dan  Administrasi
Pengadilan;

3. Keputusan  Keta  Mahkamoh — Apung  Nomor
144 R MASKAVIN2007 Tahun 2007 teniang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

4. Keputusan Ketwa Mahkamah Agung  Nomor: |-
144 EKEMASKAA201L  tentang Pedoman  Pelayanan
Informasi di Pengadilan;

5. Surat Edaran Mohkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010
tentang Dokumen  Elektronik  sebagai  Kelengkapan
Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

I. Minimal SMA/Sederajal
2. Memahami Pengelolaan Arsip

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Kepaniteraan Perkara
1. BOP Kepaniteraan Hukum

1. Media penyimpan informasi

2, Komputer/ Laptop

3. Buku Agends penerima CD Putusan
4, Jlaringan [nternet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SOP ini tidak dilaksonakan maka implementasi asas
peradilaan tidak akan tercapai

Dokumen Perkara (Konvensional dan Elektronik)




Pelaksisig Mutu Baku
Aktivitns
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Poermnd = st Persyuntim/
Stal Pankum Hikuin Pairilern ‘;:b;hl]]l Pedeighipan Wik Chitpus
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Menerima berkas TPerkar Borkas Perleara
perkara Inakiif dam = Tanda Inaktif
Kepaniteman Muda terimy’
Perkar ehspedisi
1
- Berkas Tervaldasinya
Perkam berkas perkar
= Checklis h
Melakukan pengecekan h kclengleapan
kembali terhadap berkas a
ketengkapan berkas {berkns
Tnalktif benighap/ r
belum
sk i
Touapdel)
- SIp
v = bundcl Tenatanya box
Mesnben nimor wut L m}q J TN
box perkam 4 P
sesnai denpon

LR R TV




MAHKAMAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER | Te! Efekuif
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA S
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA FALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGEALPINAN G
Jalan Pulau Bangka, Padang Boru, Kee. Pangkalan Baru,
Kota Pangkalpinang, Kep. BangkaBelitung 33684,
www.plun-pangkalpinang. go.id, infoddptun-pangkalpinang. go.id

No. Dokumien

SOPDI0HK 2025

Tyl Pembustun

(] Oktober 2025

Tel Revis

01 Okober 2025

Ketua PTUN Panghulpinang

A

Mohamad Syavsgie, S.H., M.IL

Namn SOP

PENGELOLAAN SURAT KUASA

KHUSUS! INSIDENTIL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negora;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis
Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negam Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnys;

Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor:
EMAMIVSKAV200T tentang Memberlakukan Buku 11
Pedoman  Pelaksanasn  Tugas  din Administrasi
Pengadilan beserta Pedoman Teknis Administrasi dan
Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (Buku 11);
Keputusan Mahkamah Agpung Nomor;
STRMA/SEAINZ019  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan
Pengelolaan Penerimaan Negaras Bukan Pajak  Di
Lingkungon Mahkamah Agung Dan Badan Pemdilan
Yang Bermda Dibawahnya;

Keputusan Direkiur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:
AEDmMUKEP/VIL2012  tentang  Buku  Pedoman
Pelaksansan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata
Usaha Negara;

Sural Dircktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tala Usaha Negara Nomor:
1093/Djmt. 3/B/10/2019, Hal: Petunjuk Teknis (Juknis)
PNBP;

I. Minimal SMA/Sederajut

2. Memahami administrasi perkantoran

KETERKAITAN :

, B
2.

SOP Kepaniteraan Hukum
S0P Kepaniteraan Perkara

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

L. ATK {Alat Tuliz Kantor)
2. Buku register surat kuasa
3. Komputer! Laptop/ Scanner

PERINGATAN :
SOP ini tidak dilaksanakan maka implementasi asas
peradilaan tidak akan tereapai

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Dokumen Perkara (Konvensional dan elektronik)




Pelaksans Muty Baku
Wo Aktivitas 7 5 . oo
ITHTIL erEyan
Staf Paskum hukum Perlengkapan -1 Walkm Chatpant
1 Memverimia Surat kuses dsr para pihok - Surat Fuasa Direrimanya Surot
: b Kooz
2 Meneliti smi knmsu = Sural Kuasa Sural K telah
ditelin
—.‘,
|
3 Meregistier sumt kuisa = Benpcl Tereatatmyn Surmt
- surat ki Kuzasa di dalam
¥ - Bluku Register h Buky Register
& Melakubean pendsitamn Sirmt Kunsy - Stempel Pengesahan a Surat Kunsa telud
= Surat Kuasa distermpel
T petitesahan
— i
5 Menyerahkan salinan surnl kuasa <Thierimanya Surat
kepadn pihak setelnh pembayaran = Surat Kuas kunsa yang relsh
PNBF don surad kuess ashi disimpan -FNBAP diregister dan
didatam berkos perkara terlaksananyi
Surat Kuasa
— -Para pihak telah
menerime saling
sural kuasa dan

PMEP




Mo, Dokomen S0P 2025
Tyl Pesnbuatan |0 Oktober 2025
Tel Revisi
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA -
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER | Tal Efekar 01 Olciaber 20125
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA s : o
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG |0 nkin Ketza FTUN Panghalpinang
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANCKALPINANG .
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kee, Pangkalan Bar
Kota Pangkalpinang, Kep, BangkaBelitung 33684, —e
www.plun-pangkalpinang. go.id, info@ptun-pangkalpinang go.id
Mahamad Syaugle, S.1., M.H.
MNama SOP PENANGANAN PENGADUAN
[HHISTLE_B_LGJWW SYSTEM)
DASAR HUKUM ; KUALIFIKASI PELAKSANA :

L. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Megara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Mahkamah Apung Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System):

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SKII2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan;

1. Minimal SMA/Sedernjat
2. Mengerti dan Mahir Kompuler
3. Memahami Penanganan Pengaduan

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

SOP Kepaniteraan Hukum

1. Komputer/Laptop
2. Printer/ Scanner
3. Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SOP ini tiduk dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak
dikerjakan,

Dokumen Pengaduan (Konvensional dan Elektronik)




Pelaksang Muiu Baku KeL
Nex Akrivitas .
Petugas meja pengadunn Pp:meEﬂ: Wkt Chutpit
I Menerima Pengadiunn dan memberikan - Fermulir Pengnduan Terhimpunmya sural
Formulir Pengaduan untuk diis ol pengadunn dan berikut
Pelapor ) ( } lumpirunny,
2 | Memasukkun Laporn Pengaduan ke - Formulir Pengaduan Bokumen pengacoan
dalnm aplikasi SIWAS MARI telah diluporkan
I
3 | Memberikan nomios register - Momor Register h Tersadianya ramor
penizaduan kepads pelapor guns Y Pengadunn rejgister pengadian
memanitor tindak lnjul penanganon z
pengadian
4. | Membuut Tanda Terims Pengaduan - Tanda Terima Pengaduan | 7 Bukei Tanda
dan diserahkan kepada pelapor E"’j ; Terirma Mengnchzn
& Mengarsiphan dokumen asli = Asli dokumen pengudiun Tersimpannya sraip
pengaduan dan menyerabkan salinan = Krtak/bax arsip strad kiarifikag
berkus pengaduan ke Bagian X pengadunn pada
Kepegawaian dan Ortala Kepaniterann Hokum




No. DoXumen SOPNIZHE2025
Tyl Pembiigtan (01 Oktoher 2025
Tel Revid
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tl Efektif OF Oktober 2025
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER [ P Gk e N
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA i MEETER Bl ey
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG >
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kee, Pangkalan Baru, —&
Kota Pangkalpinang, Kep. BanpkaBelitung 33684,
www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ ptun-pangkalpinang go.id
Mohamad Svaogie, 5.H., M.H.
Nama SOP PERMOHONAN PENDAFTARAN
SURAT KUASA DAN IZIN
BERACARA SEBAGAI KUASA
INSIDENTIL
DASAR HUKUM : KUALIFTKASI PELAKSANA :

I. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubshan Kedua | 1, Sarjana Hukum
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pertadilan Tata
Usaha Negara;

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMAMIZ/SKAV2006 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman
Pelaksanasn Tugas Dan Adminitrasi Pengadilan;

3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Perndilan Militer dan Peradilun
Tata Usaha Negara Nomor: 48/DjmyKEP/VII/2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata
Usaha Negara;

4. Keputusan Ketus Mahakamah agung Republik Indonesia Nomor:
I31/KMAJSK/VIV2023 Tentang Pedoman Tata Naskaha Dinas di
Lingkungan Mahakamah Agung dan Peradilan di bawahnya

5. Peraturan  Sekretaris Mahakamoh Agung Republik  Indonesia
Nomor: 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Apung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesin Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi

Pemerintah.
KETERKAITAN : PERALATAN: ]
|, SOP Kepaniteraan Perkara 1. ATK (Alat Tulis Kantor)
2. SOP Kepaniteraan Hukum 2. Buku Register Surat Kuasp
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka implementasi asas peradilan | Dokumen Perkara (Konvensional dan Elektronik)

tidak akan tereapai




STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PERMOHONAN PENDAFTARAN SURAT KUASA DAN 1ZIN BERACARA

SEBAGAI KUASA INSIDENTIL
Pelnksana Mt Tk
’ 2 Petugas I
Mo Aktivitas Petugns | layanan | Papmed | Pamiters | Kemwa Tim Persyzratan)/ akt a
informasi | Hukum Pemeriksa Perlengkapan wakm otk ”
(4

I | Mengarahlan s uniuk Dhata Aplikasi
Hegster pada Aplikassi O User Koneksi Intemet SIANTAM
SIANTAM

2 |Petugzas mengarahkan ke Permohonan Daftar Layanan
Meja Informasi dan S Kunsa Kepaniteraun
Pengnduan Hukanm

I | Menerima Permohonan = Fatokopi KTP Diterimusniya
Surat Kuasa don Kaaas Pemben Fuzsa Permohanan
Insideneil - - Folokpi KTP 1 Surat Kuasa

Penerima Kuosa Insidentil
- Foinkopi KK/
Kty Kelunrza
Pemberd Kuasn "
= Surnl Keterengan
dani Keliralan /
[hesa diketahui
Kecamistan "

4 | Meneliti dan memenksa Surit Kumsa i Disposisi Ketua
Permohonan sehapni Kuasa Insidentil uniuk menerima
Insidentil utan menolik

i Permiohoans
Kunsa
5 |Mempelajari disposisi Sumt Dizposizi Dhispaosisi Kera
oleh Ketun Wakil Ketua ¥ untuk menerims
gt Aty menalak
Permohonan
Koussa

i | Menindaklanjuti Disposisi Ketua dan Disposisi Ketua
disposisi dari Ketoa dan Panitera uniuk menerima
Fanitcra i atuy menolak

Permohonan
Kuasa
T | Membunt Deaf Penstapan Dsposisi Ketua dan Diraf Pevietapan
Ponitera
3 | Koreksi dan Pasaf Drisporsist Ketua dan Dl Pevictapan
Penclopan =P Paniter
-
9 |Menandatangoni Penctapan -~ Penetapan Ditandatagan
Pencizpan
I Fam

10 |Penempan temn ke Permohonan surme Penetapan Kenis
Kepaniterasn Hukium dan Kuasa Insidentil tentimg Kunsy
disernhkan kepads Insidemiil
Kepaniterann Perkora




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

No. Dokumen SO0 3/ HK2025
Tgl Pembuatan |1 Oktober 2025
Tl Revisi

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER | 7ol Efektif

(i Dktober 2025

___ | Disahkan Oleh Ketus PTUN Panghalplinang
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
|| PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANCKALPINANG
Jalan Pulou Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Bany, "
Kota Pangkalpinang, Kep. BangkaBelitung 33684, ,_&,
www.plun-pangkalpinang go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id
Mohamad Svaugle, 5.H.. M.H.
Nama SOF PELAKSANAAN HUBUNGAN
MASYARAKAT (HUMAS)
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
. Undang-Undang Momor 53 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 1. Minimal SMA/Sederajat

Usaha MNegara sebagaimana telah beberapa kali divbah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:

026/ K MA/SK/L2012 rentang Stndor Pelayanan Peradilan;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesckretariatan
Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Apung Nomor 9 Tahun 2022
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kera
Kepaniteraan dan Kesckretariatan (Pasal 55 : Kehumasan);

2. Memahami Kehumasan

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

g

S0P Kepaniteraan Hukum;

1. ATK (Alat Tulis Kantor)

2. S0P Kepanitersan Perkara

2. Printer/Scanner
3. Alat Tulis Kantor

FERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

lanear.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak

Dokumen Kehimasan ( Konvensional dan Elektronik)




Aktivitas Pelaksann Miitie Bk
Petugas : Ketua Persyaratan/ Waktu Ohitput

Informast Pejabat Hmas Pengadilun Kelengkapan
Mmqin‘m - Buku Tamu Tersedinnya
PErmIniaan atau Form
permohonan untuk Permohonan
bertemu dengan Permintaan
pejabat yang Informasi.
ditunjuk sehagai
Iunnas
Melaporkin - Formulir
kepada pejabat :I——I-l Permuhonan
yang ditunjuk
sebagai Humas,
Memutueskan = Formulir | Har
MENEr it Permolionan
menilak Tidnk
pernintasn D——
pemaohom
informasi

a

Memberikan = Formulir Data f Informasi
informasi kepada Permaohonan yang
pemahon ¥ dibumshkan
infbrmasi |
Menyvampatkan Tersa ikanmy
Laporan kepada '.:: } laporan f !npﬂ"rT; keuda
Boetii Ketua




MAHKAMAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Pulou Bangka, Padang Baru, Kee. Pangkalon Baru,
Kota Pangkalpinang, Kep. BangkaBelitung 33684,

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGEALPINANG

www.ptun-pangkalpinang go.id, infot@ptun-pangkalpinang go.id

No. Dokumen

SOPMHAHE202S

Tel Pembunian

01 Ckraber 2025

Tel Revisi

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER | T8l Efektif

U1 Oktober 2025

Disahkan Olech

Ketus FTUN Fangkalpinang

=8,

Muobamad Svangic, S.H, M.H,

Nama SOF

FENGELOLAAN  KEBERATAN

ATAS INFORMASI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Momor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubaban
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 201 | tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di
Penpadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
026/KMASSE//2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan:
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2
HAEMAGK/VIIE2022 tentang Standar Pelayanan Informasi
Publik Di Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/DIZ/BKV/2006 tentang Pemberlakuan Buku 11
Pelaksannan Tugas Dan Administrasi Pengadilan {Pedoman
Teknis Adminisirasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
Buku IT) Edisi Tahun 2009 ;

Keputusan Dirckiur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 108/DIJMT/KEP/VIL2025
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dan Pengadilan
Tata Usaha Megara;

1. Minima! SMA/Scderajat
2. Memahami Layanan Informasi Publik

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1.
2

SOP Pelaksanaan Penanganan Meja Pengaduan
SOP Meja Informasi

1. ATK (Alat Tulis Kantar)

2, Printer/Scanner
3. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak
lancar.

Dokumen Layanan Informasi (Konvensional dan

Elektronik)




| Pelaksana Mutu Baku Ket,
No Adctivitas L:uugas PRID Alisan Dewan Persyaratan/ Wakis
i e PPID | Pentimbangan | Perlengkapan e o
| Menerima penpajuan = Formulir Terisinya
Keheratan dan memberikan penEajuan Formulir
tanda bukti penerimaan ] Keberatan pengajuan
keberotan kepada Pemohon - Fotokopi Keberutan beserta
Keberatan identitas diri dokumen
pendukungnya
| Han
1 | Memeriksn dan mencatat 3 - Formulir Fomulir
formulir pengajuan Keberatan [:':I pengajuan K.chematan telah
ke dalum buku register Keberatan diperiksa dan
Keberatan breserin dicatat kedalam
dodumen buku register
pendukungnya
3 Menyampaikan formulic - Formuli Tersampaikannya
pengajuan keberatan kepada pengajuan formuli
Adnsan PPID keberatan pengajoan
beseria keberatan beserta
dokumen dokumen
pendukungnya pendukungnya
4 Memernikss formulir - Formulir Pertimbangan’
pengajuan Keberlan dan pengajian Sikap dart Dewan
Pemohon dan meminta Keberatan Pertimbangan
pertimbangan Dewan {:J.:I beserta
Pertimbangan dalam dokumen
meyusun tanggapan terulis pendukungnys
atas permohonan keherstan
5 | Memberikan tenggapan - Pertimbangan/ | 30 Fon | Tanpgapan secara
zecara terulis yang Sikap dan Dewan teriulis dari
disampaikan kepada | . | Pertimbangan Atasan PPID
pemohon yang mengajukan
keberatan
6 Menyampaikan alug -Tamggapan secany Tersampaikannya
mengirimkan keputusan tertulis derd Atasan tongEapan tertilis
atasan PPID sccara PRID kepada Pemohon
elektronik/non-elektronik keheratan
kepada Pemohon ataw C) | Harl | Kuasanya
Kuasanya




MAHEKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Kota Pangkalpinang, Kep, BangkaBeliung 33684,

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulan Bangka, Padung Baru, Kec. Pangkalan Baru,

www.ptun-pangkalpinang go.id, infofptun-pangkalpinang go.id

DASARHUKUM :

No. Dokumen SOPDISTE 2025
Tyl Pembumatan 0] Oktober 2025
Tgl Revisi
Tyl Efekeir 01 Oktober 2025
Disahknn Oleh Ketua PTUN Panglslpinong
Mohamad Syaugie, 5.H., MLH,
Namn SOP PENANGANAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK
KUALIFIKASI PELAKSANA :

KETERKAITAN :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

Peraturan Mahkamah Agung Momor 02 Tahun 2011 tentang
Tata Cara  Penyelesaian  Sengketa Informasi  Publik  di
Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomaor:
026/KMA/SK/T1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan:
Keputusan  Ketus  Mahkamsh ~ Agung Nomor 2

144/ KMA/SIOVIII2022 tentang Standar Pelayanan Informasi
Publik Di Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor;
KMA/M32/SK/IV/2006  tentang  Pemberlakuan  Buku [
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Pedoman
Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
Buku ITy Edisi Tahun 2009 ;

1. Minimal SMA/Sederajat
2. Memahami Layanan Informiasi Publik

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1.

SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP:

1. Komputer/Laptop/Scanner

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak
lanear.

2. 50P Pengujian Konsckuensi 2. Surat Permohonan Informas)
3. Surat Tanggapan atas Keberatan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dokumen Layanan Informasi Publik (Konvensional dan

Elektronik)




Pelaksana Mutu Baku
e ki PPID  |Atasan PPID| TimKussa | p 30 m’“‘_&p‘-"“‘“ Yo wakw | oupu
Menerima pangpilan sidang Pengpilan sidang Panppilan
pemeriksaan pendahufuan, pemeriksum sidang
y | kemudian menetapkan tim ! pendatiuhuan pemeriksain
kaeasa untuk melakokan pendabulun
penanganan scngketn
informusi publik
L =Berkas senpkety -Konsep
. Mémpelini berkes e informasi publik {;u;ak‘i;:uﬂaw
= | sengheta informasi publik
-Undangan rapat Eﬂ?;muk Notulensi
Memberikan Berkassengketa | S i
3 i sengketn informasi puhlik ; "
informasi publik D ﬁﬂdmim
Sural permohonan, = Putuzan
surat jawaban abas Komis
e Informasi
Melakukan upayn '"m"u'hmﬂ;m
4 penanganan senghkeln knheimtan, jawahan
inforrsi publik di Komisi alas tanpgapan
Infrrmasi l F: panggilan sidang,
pengujian
kensckuensi,
notulensi




Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nemor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang

[

Tata Cara Penyelesaiun  Sengketa Informasi  Publik i
Pengadilan;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Momaor:

026/EMASSEAN2012 tentang Standar Pelavanan Peradilan:

4. Keputusan  Ketwa  Mahkamah  Agung  Nomor: 2
144K MASSKOVIIIZ022 tentang Standar Pelayanan Informasi
Publik Di Pengadilan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Aguny Nomor:
KMA/O32/SK/IVI2006  tentang  Pemberlakuan  Buku 1
Pelaksanzan Tupas Dan Administrasi Pengadilan (Pedoman
Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
Buku IT) Edisi Tahun 2000 ;

2. Memahami Layanan Informasi Publik

No.Dokumen  [SOP/OIGAIK/2025
Tpl Pembuntan (0] Oktober 2025
Tpl Hevis
MAHEKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tel Efektil 01 Okgober 2025
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Disahkan Olch Ketoa PTUN Panghkalpinang
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Hangka, Padang Baru, Kec., Pangkalan Baru, r
Kota Pangkulpinang, Kep. BangknBelitung 33634, _&
wiww.ptun-pangkalpinang.go.id, infofpun-pangkalpinang o id
Muohamad Syaugie, 5.0, M.H.
Nama SOF PFENETAPAN DAN
PEMUTAKHIRAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK
DASARHUKUM : KUALIFTRASI PELAKSANA :
I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata | 1. Minimal SMA/Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Penctapan dan Pemutakhiran DIP:
2. S0P Pengujion Konsckuensi

1. Komputer/Laplop/Scanner
2. Dafiar Informasi Publik

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN ;

Jika SOP ini tidak diluksanakan maka pelaksansan tugas menjadi tidak
lancar.

Dokumen Layanan Informasi Publik (Konvensional dan

Elekironik)




Puelakszng Mutu Baku Ket.
% i Petugms
Mo Aktivitas PPID Alasin et Persyaratan’
pyanan | poecna | PP | ppip | pengadilan | Pedengiupan | WKt Quiput
1 Melakukan klasifikosi Informast ying Dukumen
informasi publik atas ada pada musing- Informasi
informasi yanp dikuasai = r masing PPIT Publik
Pelaksans
2 Mendokumentasikan -Dakumen Dokumen
informasi publik dalam L Informasi Publik Infermasi
iy e -ATK Publik
hardeapy -Laptop/C dalam
-Scanner bentuk
Saffeeipy
Z dan
Stlari | oo
T [ Menctapkan din Dokumen Kega  Dokumen
memuinkhirkan Daftar Informasi Publik Informasi
Informasi Publik [ Publik yang
telah
dimutakhirk
in
4 Mengunggah Daflar -Dokumen Terunggahn
Informasi Publik ke Informasi Publik yi
Website PFTUMN I ,L-, =Website FTUMN Mokumen
Informasi
Publik di
Website




Jalan Pulau Bangkn, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru,
Kota Pangkalpinang, Kep. BangkaBelitung 336584,

www.plun-pangkalpinang go.id, info@ pun-pangkalpinang go.id

Ma. Dokumen SOPOI RS 2025

Tel Pembuatan |01 Oktober 2025

Tgl Revisi
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tel Efckilf 01 Oktober 2005
MREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERAIMLAN TATA USAHA NEGARA Disahkan Oleh Ketus FTUN Pangkalpinang
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USATIA NEGARA PANGEKALPINANG .

£

Mohamad Syaugic, S.H., M.H,

Noma S0P PELAKSANAAN un
KONSEKUENSLI ATAS DAFTAR
INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : |
I.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata | 1. Minimal SMA/Sederajm
Usaha Negara schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir | 2. Memahami Layanan Informasi Publik
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang MNomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang
Tata Cara  Penyelesaian Sengketa  Informasi  Publik i
Pengadilan;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
D26/EMASSESL2012 tentang Standar Pelayvanan Peradilan;
4 Keputusan  Ketya  Mahkamah  Agung  Nomor: 2
MY EMASK/VING2022 tentang Standar Peleyanon Informasi
Publik Di Pengadilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Apung Nomor:
KMA/DIL/SKAV/Z006  tentang  Pemberlakusn  Buku |l
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Pedoman
Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
Buku IT) Edisi Tahun 2009 ;
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. BOP Pengumuman Informasi 1. Komputer/Laplop/Seanner
2. 50P Pengelolaan Keberatan atas Informasi 2. Daftar Informasi Publik
3. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
4,  SOP Penctapan dan Pemutakhiran DIP
5. S0P Pendokumentasian Informasi Publik
6. S0P Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak | Dokumen Layanan Informasi Publik (Konvensional dan
lancar. Elektronik)




Pelnksana Mutu Baku 8
Mo Aktivitas FFID Masan Dewan Persyunian/
Pelaksana PPID FPID Pertimbangan ﬂﬁm Waktu Chitput
I | Mengusulken pengujian Surat permohonan, Surat
konsekuensi DIP yang surat jawaban alas permohona
dikecuatikan [ ] permofionan n, surat
informasi, jawaban
permahonin i
keberatan permoliona
n informasi,
permoliona
n keberatan
2. | Mengkordinasikzan Berkas mformaisi Berkas
pengujian konsckuensi i yang dikecunlikan infanmas
terhadap informast tertenty ‘j dori masing-masing yang
yang dinilai berpotenst | f PPID Pelaksana dikecuaiika
sebagal informasi yang n dari
dikecualikan denpan PPID masing-
Pelaksana masing
PPID
Peluksana
3. | Membenkan pertimbangan Motulenst berita " Diral DIP
dalam melakukan uji [_"] 1 acara pleno
konsekuensi
4, | Melakukan koordinosi =Drul TP Klasifikasi | Amasan
pengujian konsekucnsi ~Masukan darj Paling | DIP basil | PPID
untuk melakukan klasifikasi Komisi Informasi | 4" | pengujian | berkoordi
informasi publik '_I | Publik (k1) 14 hari konsekuensi nasi
ketja d&gm
5 | Membuat hasl Dl penetapan Keputusan
pertimbangan tertulis dan pengujian PPID
dilaporkan kepadsa 15 konsekuensi
irmpinan badan publik
EIL::E: mdapaﬂgm E Dl
persetujuan
6, | Melakukan revien dan Dirall penetapan Herita acam
telaah pertimbangan tertufis pengujian pengujian
=<.> konsekuensi konsekuensi
, daftar
hadir, draf
SK
pengujian
konsekuensi
7 | Menetapkan infonmas; Draf SK Pengujian -Benla
dikecualikan konsekuensi A
konsekuensi
=tlafinr hadi
5K
pengujian
komnsckuen




Mo Dokumien SOPAOISHE2025
Tel Pembustan (01 Oktobker 2025
Tel Revisi
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER | T#l Efekir Vi Qlzaber 2025
PENGADILAN TINGGI TATA tgigit%:‘? RA titmtmﬁc TN eh WalxETIR Pangialptnnes
PENGADILAN TATA USAIIA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Barnu, Kec. Pangkalan Bar, 2
Kota Pangkalpinang, Kep. BangkaBelitung 33684, _é)
www. ptun-pangkalpinang. go.id, info@ptun-pangkalpinang go.id
Mohamad Syaugie, 5.H., M.H,
Nama SOF FENDOKUMENTASIAN
INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
I, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata I.  Minimal SMA/Sederajatl
Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir | 2. Memahami Layanan Informast Publik
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor § Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Peratran Mahkamah Agung Nomor 02 Tshun 2011 tentang
Tata Cara Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik  di
Penpadilan;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor;
026/KMA/SK/L2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4, Keputusan  Kewa  Mahkamah  Apung Nomor: 2
144/KMASKVIIII022 tentang Standar Pelavanan Informasi
Publik Di Pengadilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Apung Nomor:
EMA/D3ZSKAV/2006  tentang  Pemberlakuan  Buku [l
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Pedoman
Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
Buku IT) Edist Tahun 2009 ;
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAFAN :
1. SOP Pengumuman Informasi 1. Komputer/Laptop/Scanner
2. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi 2. Daftar Informasi Publik
3. S0P Pengelolaan Permohonan Informasi
4. S0P Penetapan dan Pemutakhiran DIP
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
6. SOP Pendokumentasian Informasi vang dikecualikan
7. BOP Pengujinn Konsckuensi
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN ; __
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak | Dokumen Layanan Informasi Publik (Konvensional dan
lancar. Elekironik)




Pelokeana Mutu Baku Kt
Adctivitas Persyaratin/
PPID PPIC Pelaksana Perlengkapan Waktu Chutpat
Mengoordinasikan Daokumen Infomasi Diokumen informasi
pendokumentasian Publik publik
seluruh informasi i
dafam bentuk cetak dan
elektronik,
Mendokumentasikan Dokumen Infisrmasi Dokumen informasi
informasi publik dalam :] Publik publik, draft dokumen
bentuk cetak dan arsip informast publik
elektronik.
Membuat daflar Draft dokumen dan Draft dokumen dan
dobumentasi dan arsip : arsip informasi pubik | 5 hari kerja | arsip informasi pubik
Reviu atas doftar Daftar dokumen dan Dafier dokumen dan
dokumentasi dan arsip ]jj arsip informasi publik arsip informasi publik
Membuat persetujuan Dafiar dokumen dan Daftar dokumen dan

afas daflar dokumentasi
dan arsip informasi
publik

arsip informasi publik

arsip informeasi publik




No. Dakumen

SOPIIWHE2025

Tpl Pembuatan |01 Okiober 2025
Tyl Revisi
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tel Efektif 01 Chaaher 2025
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Dizahkan (eh Ketua FTUN Pangkalpinang
PENGAITMLAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG }
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Eé
Kota Pangkalpinang, Kep. BangkuBelitung 33684,
www.plun-pangkalpinang.go.id, infol@pun-pangkalpinum g.go.id
Mohsmad Svaugic, S.H., M.01,
Nama S0P PENDOKUMENTASIAN
INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN |
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 1. Minimal SMA/Sederajat
Usaha Negara schagaimana telah bebernpa kali diubah terakhir | 2. Memahami Layanan Informasi Publik
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor § Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negora;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik  di
Pengadilan;
3. Keputusan Ketua Mahkamal Agung Nomor:
026/KMA/SK/I1/2012 temtang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor: 2
[44/KMA/SK/VIIL2022 tentang Standar Pelayanan Informasi
Publik Di Pengadilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/O32/SK/AV2006  tentang  Pemberlakuan  Buku |1
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Pedoman
Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
Buku I1) Edisi Tahun 2009 ;
 KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengumuman Informasi 1. Komputer/Laptop/Scanner
2. S0P Pengelolaan Keberatan atas Informasi 2. Daftar Informasi Publik
3. S0P Pengelolaan Permohonan Informasi
4. SOP Penctapan dan Pemutakhiran DIP
5. S0P Pendokumentasian Informasi Publik
6. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
7. S0P Pengujian Konsekuensi
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN ; = Id
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan wigas menjadi tidak | Dokumen Layanan Informasi Publik {Konvensional dan
lancar, Elektronik)




Pelaksana Mutu Baky Kot
N . PPID | PPID Pelaksann W} Wakiu Output

I | Mengkordinasikan untuk Dokumen Dokumen
mendokumentasikan Informasi Yang informasi
mirmasi yang dikecualikan : ’ Dikecualikan dikecuatikan
berdasarkan SK Pengujian
konsckuensi

2 | Mendokumentasikan Dokumen Dwkumen
informasi dikecualikan ] Informasi infurmes publik,

Publik draft dokumen
arsip informasi
dikecualikon

3 | Membuar daftar dokurentusi Druft dokumen 5 hari kerja Dralt dokumen dan
dan arsip infirmasi dan arsip arsip informasi
dikecualikan l nformasi dikecualikan

dikecualikan

4 | Reviu atag daflar Criftar Daflar dokumen
dokumentasi dan informasi |:I - dokumen dan ek arsip informosi
dikconalikan arsip informasi dikecualikan

dikevualikan -

3 | Membuat perscrujuan stas ¥ Draftar Daftar dokumen
dufiar dokumentasi dan arsip dokumien dan dan arsip informasi
informasi dikecualikan ( } arzip informas dikecualikan

dikecualikan




No. Dokomen SOMUI0HESI02S
Tol Pembuatan i Oktober 2025
Tl Revisi
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER | Tol Efektif 01 Cltober 2025
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA han Ok PTUN Pa
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG | & nean Ot Watmn- NN Panalaipioang
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulan Bangka, Padang Baru, Kee. Panpkalan Ban, i
Koeta Pangkalpinang, Kep. Bangketelinng 33684, —é
www.plun-pangkalpinang go.id, infof@ptun-pangkalpinang, go.id
Mohamaod Svaugle, 5,11, MLH.
Nama S0P PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA -

. Undang-Undang Momor 5 Tahun 1986 temtang Peradilan Tata

1. Minimal SMA/Sederajat

Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir | 2. Memahami Peraturan Perundangan yang terkait dengan

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Undang-Undang  Nemor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negar Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi,
Kolusi dan Nepostime;

i.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Megara;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nemor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepanitersan dan Kesekretariatan
Peradilan sebagaimana telab beberaps kali diubah  terkhir
dengan Permturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Apung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan:

3. Keputsan  Sekretaris  Mahkamah  Agung Nomor
I9A/SekSK/11/2014  tentang  Pedoman Penangan  Benturan
Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan
peradilan Di Bawahnya

benturan kepentingan

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. S0P Penangenan Gratifikasi
2. S0P Pelaksanaan Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing
System)

1. Komputer/Laplop/Scanner
2. Daftar Bemturan Kepentingan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak
lanear.

Dokumen Benturan Kepentingan (Konvensional dan
Elcktronik)




Pelaksana Mutu Baku Ket
Tim
Na Aktivitas Penanganan Adasan Persyaratan!
Pelapor Benturan Langsung perlengakepn Waktu Output
Kepentingan
Identitas Diterimanya laporan
T"m mliirys Pelapor benturan kepentingan
ugaan potensi Bukti-bukti
1 benturan r.:ll:-ka.i-t
kepentingan kepadn
atasan langsung -
Tl Identitas Hasil pemcriksaan
i":;‘;ihﬁ:' ot X Pelapor potensi benturan
2 Penanganan BK d E'u:::_:-tbuﬂiu kepeitlingan
unfuk mamesiksa Surat Disposisi|
kebenamn faporan
3 : Identitas il i
Memonitoring hasil Pelupor ;&mﬁ -
pelaksanaan Ej Bukti-bukti penangan benturan
3 peTisgarin benturan terkait kepentingan
kepentingan yang Hasil 5 har kerja
tefah ditzporkan pemerikannn
pejabal’pegawai
v Hasill monitoring Berita acara hasil Apabila hasil dari
pelaksananaan pemeriksaan laporan | pemeriksasn tersebut
]_Ih’(_] peniangan benturan kepentingan | benar maka dalam
benturan jangka waktu 2 hari
p kepentingan keputusan don/tidak
Melaporkan Tul tindakan tersebut
4 pemeriksaan dan ditinjau kembali,
manitoring kepada Apabils hasil dari
atasan langsung,. pemeriksaan tersebut
tidak benar maka
keputusan dan'tidak
tindakan tersebut

tetap berlaku,




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Yalan Pulau Bangka, Pudung Baru, Kec. Pangkalan Baru,

Kota Pangkalpinang, Kep, BungkaBelitung 33684,
www ptun-pangkalpinang. go.id, infofptun-pangkalpinang, go.id

Na. Dokumen

SOMOZIHK2025

Tol Pembustan |01 Oktober 2025
Tel Revisi
Tel Efcktir 01 Oktober 2025
I¥isahkan Oleh Ketun PTUN Pangkalpinang
vy
Mohamad Svaugle, 5 H., MLH.
Nama S0P PENANGANAN SURAT

KETERANGAN TIDAK PERNAH
BERPERKARA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor § Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor @ 14
Mahkamah Apung;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan
Reformasi Birokrasi Republik Indoncsia Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tenteng Janis dan
Tanf atas Jenis Pencrimaan Negare Bukan Pajok yang Berlaku
pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya;

3. Kepulusan
I45/KMA/SK/VITY 2007 tentang Memberlakukan Buku 1V
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan
Peradilan;

6. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

7. Keputusan
I44/KMA/SK/VIIL2022 tentang Standar Pelayanan Informasi
Publik di Pengadilan,

8 Peraturan Komisi Informasi No. | tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik

atas

Tahun 1985  tenlang

Ketua Mahkamah MNomor

Agung

Ketua  Mahkamah  Agunp  Noemor @ 2

KETERKAITAN :

1. Minimal SMA/Sederajat
2. Memahami Telmologi Informasi

1. S0P Surat Masuk Kepaniteraan Hukum
2. SOP Sural Keluar Kepanitersan Hukum
3. SOP Pengisian Register Induk Perkara

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. Kompuier/Laptop/Scanner
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor {ATK}

4. Buku Register Induk Perkara

PERINGATAN :

Jikn SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak
lancar.

PENCATATAN DAN PENDATAAN ;

Dokumen Konvensional dan Elektronik




Pelaksana Mutu Haku
b Aldtivitas Stal Hukum Farrmusd Pamitern th;E?m Fm;zﬂ-’ Wakiu Output
Menerima surmt - Sursl Berkus
Permohonan Permohonan
mm : - Surat Kuasa 5 Menit
F Akta Pendirian
1 |permnh berperiarn :
enes i
3 elektronik - Media spsial
72 Dokumen Sesunikn
ek g [1' e | o [P |8 e
1 sesual dengun aslinya
: gll:—tltﬁ ?r':agfnga“ j dan s uslinga
dengan bagian Kefengkapanmya
Perkura - Buku Register
= Diral Sl
; Keterangan
Mengetik draf l la Tiduk Pemah Konsep surat
4 Sumt Keterangan — 1 Berperkara 60 ltidak 11p,_1ﬂ|a|,
ticlak pemah B mﬁ Menit | hemperkarn
berperkara permaolionan
sesuni dengan
aslinya
Meminta ST
Pesjun - Tidk i e
4 | Pmitomdmntonds | ¥ 4 Berperk dinndatpngari
PR [ e yiEng gL
Elw-m kepada j sudah diparaf 20 I
eiua itk panmud hukum | Menit
dan panitera
| = Sural i
Menmdatangani gﬁiﬂmﬁn Keterangan
Surm Keterangan Keterangan Tidak Pemah
% | Tidak Pernah TiakPemehy | 5 [ Semeriam
Berperkara 1 Berperkara Menit disetorkan ke
] ey
Penen
Memben nomor, . i
mcncatat pada - guku Regisier - Surat
INE:' s Kmngm Reterangan
7, fﬂ'mrl[(.mmngn Tidak Permah 30 EM‘ 1:'"“2']'
kepada Pemohon Berperkars yang ' erperkara
setelah menerima sudah o :NEPM ke
uang PNBP - ditandatanpani =210
:IL' Ketug Bendshara
- Buku Ekspedisi Penerima
Setoran PNBP
Mengarsiplan N
Salinan Surat ¥ L Salingi Scrat 3 Tensimpan datam
8 | Ketcrangun l } Keteran - [Ep
Tidak Permah L Box FII'EW Menit
Berperkim




No.Dokumen  |SOPA2VHK/2025
Tgl Pemboatan (01 Okisher 2025
Tp! Revisi
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA -
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER | Tl Efektif 01 Ckiober 2025
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA isa
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG |- >ankan Olch St FXUR Pavidalpilonng
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Bam, Kec. Pangkalan Baru, .
Kota Pangkalpinang, Kep. BangkaBelitung 33684, --&’,
www.ptun-pangkalpinang. go.id, infof@ prun-pangkalpinang. go.id
[ Mohnmad Syangle, S.H., M.H,
MNama SOP PEMINJAMAN BERKAS
PERKARA IN AKTIF

DASAR HUKUM :

KUALIFTKASI PELAKSANA : ]

T

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara schagaimana felah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedoa atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

ULl Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniternan dan Kesckretarisian
Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022
tentang Ferubshan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung
Momor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepanileraan dan Kesekretariatan Peradilan;

KMA No. KMA/OOI/SK/1991 tentang kepaniteraan Pola
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Negara ;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Momor:
KMA/32/SK/AV/2006 tentang Pemberlakuan Buku 11 Pedoman
Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan;

Keputuzan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
026/KMA/SE/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Péradilan

. Minimal SMA/Sederial
2. Menguasai Komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN ;

1

SOP Pelayanan Perkara yang Berkekuatan hukum tetap
2. S0P Pengeloloan Berkas In Aktif

1. Komputer/Laptop/Scanner

2. Printer

3. Kartu Peminjaman Berkas In Akrif
4. Bukn Ekspedisi Berkas fn Akvif

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak
lancar.

I. Kartu Peminjaman Berkas fn Ak
2. Buku Ekspedisi Berkas In Akt




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Peminjam Panmud Petugas Ket.
arsip por Hyenm Arip Kelengkapan Waktu Cutput
s ; - Formulir
Mengisi formulir Peminjaman | 13 Formulir
l.  |peminjaman berkas in ( } herkas in mefnil peminjaman
akiif aktif berkas in aktif
- ATK
- Buku bantu
- ATK ;
! . Kn-mpu_lcf F(:I‘S-f‘.'li:ljan
Menganalisa alasan - Aplikasi 10 S
% peminjaman berkas siep ieriit berkas
- K.a.n}b_ perkara in
peminjaman ;
berkas in ]
aktif
L ] - SIPP tio gt
Menyeratikan arsip - i Diterimanya
g : 15 Arsip Perkara
3. |kepada Panitera Muda - Arsip ; j
H Perkara menit dari petugas
Arsip
- Ekspedisi
- Arsip
Perkara o
- buku bantu Ditenimanya
A Memberikan berkas arsip peminjanian .| Arsip Perkara
. o : 5 menit
perkara kepada peminjam D arsip perkara yang
* kartu dipinjam
peminjaman
berkas in
aktif




N Dinkumen SOP2HR2025
Tgl Fembustan 01 Oktober 2025
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tt
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER Tl Ffekiif 01 Olober 2025
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA FPALEMBANG | Disahkan Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulou Bangka, Padang Bary, Kec, Pangkalan Baru,
Kota Pangkalpinang, Kep. BangkaBelitung 33684, !":n,
www. ptun-pangkalpinang.go.id, info@@plun-pangkalpinang go.id
Mohamsnd Svaurgic, S.H., M.,
Numa SOP PELAKSANAAN JURU BICARA
DASAR HUKUM : KUALIFTIKASI PELAKSANA :

L

Undang-Undang Momor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Taty
Uszaha Negara scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Undang-Undang Nomar 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerju Kepaniteraan dan Kesektariatan  Peradilan
scbagaimana telah  beberapa  kali diubah  terakhir dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kepanitersan dan
Kesektariatan Peradilan (Pasal | ayat (3));

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha
Negara (Buku 11) beserta Keputusan Ketwa Mahkamah Agung
Nomor: KMA/QIZSKAV2007 tentang Memberlakukan Bukau 11
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomaor:
D26/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

1. Minimal SMA/Sederajat
2. Mengunsnsi Komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

{1

2. S0P Pelaksanaan Meija Informasi

PERINGATAN ;

S0P Pelaksanaan Pengaduan

1. Komputer/ Laptop/ SIPP
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak

lancar,

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dokumentasi Pelaksanaan (Konvensional dan Elektronik)




No Aktivitas Pelaksana Mutu Haku
Petugas Juru Kiztua P tan
Latyanan Hicara . ; gy Wakiu Ohutpuat
Informasi {Hakim}) Pengadiian Kelenghapan ;i
Buko Tamm Diterimanya
. Permohonan hanan
Menerinm [ ) wiwancany aud mﬂwmrm’aml
permahonan ) jonki e
L. | wawancanssudiensi Fatokopi
dengan Ketua Iientitas
Pengudilan Pemchon
Permohaonan Diterimanya
Mefaporkan winwincanyisd laporan
permintaan fensi megenai
2, | wawancar/audiensi [ ' Fotokapi | Hui | permintasn
kepada Ketua . ldentitas waWRnGE
Pengadilun Pemohon iensi
Memeriniahkan jur Laporan Perintah Lisan
bicara mewakili 1 perminiamn Ketun
3. | Kewa Pengadilan wawancirnid Pengadilan
unluk melakukan icnsi kepada jura
wawancara sudicnsi bicam
- Perintah
Lisin Ketua
Melakukan | Pengadilan ’
wawancary audicnsi kepoda jun D:;:ku;nmmmm
4 | untuk memberikan bicira pe cai'u;-'lmu:l
informsiklanifikasi -SK Ketua i
Pengadilan :
tentang Juru
Bicara
pﬂ']“ n Y
]I':'Ia;r;ynm | > [ ) m&hmmlasr [.ulpurmn
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il e wanancarand waancaraud
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Pengadilan




No. Dokumen SOPDRAHE 025
Tyl Pembuatan (] Oktober 2025
Tl Revisi
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tyl Efckiil 01 Oktohes 2025
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERAIMILAN TATA USAHA NEGARA Dizahkan Olch Ketos PTUN Pangkalpinung
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG .
Jalin Pulay Bangka, Padang Bant, Kec. Pangkalan Bary, E é
Kota Pangkalpinang. Kep. BangkaBelitung 33684,
www, un-pangkalpinang.go.id, infod@plun-pangkalpinang, go.id
. Mohamad Syawgie, 5.H., M.H.
Nams S0P PENGAMBILAN SALINAN
PUTUSAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

I. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 temtang Pelayanan

. Keputusan

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang

. Keputusan

. Keputusan Mahkamah

Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang L.
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 2.

tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Publik;

Ketua Mahkamah Agung Nomaor:
KMA/O3Z/SKAV/2006 tentang Pemberlakuan Buku 1T Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Perubshan surat Edaran Nomor; 02 Tahun 2010 Tentang
Penytampaian Salinan dan Petikan Putusan;

Ketua Mahkamah Agung Nomaor.
KMAM2ZGSKAL2012 tentang Standard Pelayanan Peradilan;
Apung  Nomor: 2-
T4KMASK/VIIN2022 tentang Standar Pelayanan Informasi
Publik Di Pengadilan,

Minimal SMA/Sederajat
Memahumi administrasi perkara

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN ;
1. Komputer / Laptop / SIPP

1. S0P Pendaftaran Gupatan 2. Printer/ seanner

2. S0P Pemeriksaan Gugatan 3. Alat Tulis Kantor

3. 30P Pengisian Register Induk Perkara

4. SOP Percatatan Surat Kuasa

5. SOFP Pengisian Buku Jumal Keuangan Perkara

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN -

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi tidak
lanecar.

Dokumentasi perkar (konvensional dan elekironik)
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Kota Panghkalpinang, Kep. DangkaBelitung 33684,

Jalan Pulas Bangks, Padang Baru, Kec, Pangkalan Baru,

www.ptun-pangkalpinang go.id, info@prun-pangkalpinang go.id

No. Dokumen SOPO2SHE2025

Tl Pembuatan (01 Oktaber 2025

Tel Revisi

Tgl Efektif (1 Oktober 2025

I-'Eslllnhll'l Olch Ketua FTUN Pangkalpinang
Mohamad Syauegle, 5.H., M.H.,

Nama S0P PENGUMUMAN INFORMASI

PUBLIK

DASAR HUKUM :

KUALIFTKASI PELAKSANA :

|. Undang-Undang Momor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara;
2, Undang-Undang MNomor 14 Tahun 2008 tentang Kcterbukaan
Informasi Publik;
3, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan
Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaal
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaaN
Informasi Publik:

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik;

6. Peraturan Komisi Informasi Hntmﬂ Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik:

7. Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 2- 144K MASE/VINN2Z022
Tentang Standar Pelayanan Infromasi Publik;

8. Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMAJ/O26/SKE/1/2012

tentang Standard Pelayanan Peradilan

1. Minimal SMA/Sederajat
2. Memahami layanan informasi publik

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGRAPAN :

. S0P Pengelolaan Permohonan informasi

2. S0P Pengelolnan Keberatan ates Informasi

3. SOP Penanpanan Sengketa Informasi Publik oleh Atsan PPID
4, SOP Penctspan din Pemnutakhinn DIP

5. S0P Pengujian Tentang Konsekuensi

G, SOP Pendokumentasian Informasi Publik

7. _SOP Pendokumentasian Informasi vang dikecualikan

. Komputer/ Laptop
Taringan [ntemel
Printerfscanner
Alat tulis kantor

o

| PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

I, Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas menjadi
tidak lancar,

2. Bila SOP ini tidak berjalan maka layanan prima tidak akan
tércapai

Dokumentasi Layanan Informasi (konvensional dan
elekironik)
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Ne. Dokomen SOMRAHKI00S
Tyl Pembuatan |1 Oktober 2025
Tel Revisi
MANKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA g
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER | Vel Efckir 01 Qktober 2025
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA ikl i PTUN Fansial
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG | 0 ken etos Whslpliseg
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGEALPINANG -
Jalan Pulau Bangka, Padang Bar, Kec. Pangkalan Ban,
Kota Pangkalpinang, Kep. BangkaBlielitung 33684, —e:
www.plun-pangkalpinang. go.id, infof@ ptun-pangkalpinang go.id
Mohamad Syanqgle, S, ML
MNama SOPF PFENANGANAN LAFORAN
GRATIFIKASI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negarma Yang
Bersih dan Bebas KKN:

Minimal SMA/Sederajat

2. UUno 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Memahami Peraturan Perundangan yang terkail
3. Peraturan Menteri Pendayapunaan Aparatur Negara dan dengan benturan kepentingan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 3. Daw dan informasi yang terkait dengan benturan
Tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan kepentingan
4. PERMA 7 wmhun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja
Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. SK KMA  Nomor  I3EAKMA/SK/VINZ014  tentang
Pembentukan  Unit  Pengendali  Gratifikasi  Lingkungan
Mahkamah Agung Dan Badan peradilan Di Bawahnya.
6. Peraturan SEKMA No. 3 Tahun 2014 tentang Penanganan
Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan
peradilan i Bawahnya
7. Peraluran SEKMA Mo, 0IB Tahun 20014 tentang Unit
Pengendalian Gratifikasi di Mahkamah Agung RL
B Keputusan Kepala BAWAS MARI No. 28/BP/SK/IIL2021
tentang Petunjuk Tcknis Pelaksaan Pengendalian Gratifikasi
pada Mahkamah Agung Dan Badan peradilan Di Bawahnya.
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penangan Pengaduan, . Komputer/ Lapiop
2. SOP Whistle Blowing Svstem 2. Printer
3. Alat tulis kantor
“PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan maka dapat terjadi pengambilan
kebijakan yang tidak objektif

Setiap tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik dalam
hentuk soficopy dan hardeopy.




. _— Pelaksana Mutu Baku Ker.
g tivitas Paniters Muda Tim ,
Staf vk upG | Wakil Ketua| Keua | ZSSVEIY | iy | Oupus
Menerima laporan
penerimaan gratifikasi ' i - Lapuran

L scearn manual maupun - Parmitse Dokumen
melnbui Media Elekironik
Mencatat dafam Buku [

Laporan penerimaan | I i

2 | gratifikasi kemudinn o - f-l:ﬁmlir b encaats
diteruskan kepada + Buku Bani n
WEPMTLUN

oy £ Hasil
3 | Penclaahan awal < st N | ¥
komencdas)
i
melakukin review terhadap ;

4 | hasil telazhan dan Jl Hasil Review
Meneruskan laporan Hasil Peneluthan dan hasil
Review ke UPG Rekomendasi telanhan

5 | Menerima Hasil { || Laporan Hasil mi"*.'f n

Review s
Teview




No. Dokumen SOMO2THK 2025
Tel Pembuatan |01 Oktober 2025
Tl Revisi
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tel Efcktif {01 Okiober 2025
DREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Dizahkan (Heh Kretun PTUN Panghalpinang
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG -
Jalan Pulau Bangka, Padang Bar, Kec. Pangkalan Baru, ___&
Kola Pangkalpinang, Kep, BangkaBeling 33684,
www.plun-pangkalpinang.po.id, info@plur-pungkal pinang go.id
| Mohamad Syaugic, SH, MH. |
Numa SOP PERMOHONAN IZIN
MELAKUKAN PENELITIAN DAN
RISET
DASAR HUKUM ; KUALIFIKASI PELAKSANA :

Z

3

Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2021 Tentang Standar
Layanan Informasi;

Peraturan  Pemerinish Momor 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanasn Keterbukaan Informasi Publik;

Sarjana Hukum

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

KETERKAITAN : PERALATAN:

1. SOP Kepaniteraon Perkara 1. ATK (Alat Tulis Kantor)
2. S0P Kepaniteraan Hukum 2. Komputer/ laptop

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka implementasi asas peradilan tidak
akan tercapai

Dokumen Perkara (Konvensional dan Elektronik)
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Pemohon »

T Memulai Femehon
kegiatan Sesuni | mrelakikan
bagi Jodwal Kegiotin | jadwal | tupas yang
Pemohon diberikan sesund

Tachwal

8| Menilaan Duftar badirdan | | has/ | Flasil penelitian
Pemahon hasl pengnematan | Sur
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Talan Pulzu Banpka, Padang Baru, Kée, Panpkalan Bam,
Kora Pangkelpinang, Kep. BangkaBeliung 33644,
www.plun-pangkalpinang. go.id, info@ptun pangkalpinang.go.id | Nama S0P

Ketua PTUN Pangkalpinang

=

Mohamad Svougie, 5.H., M.H,

Mo, Dokemen | SOP/O2EATR2025
Tel 1] Okivber 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Pembuatan

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN Tgl. Revisi

MILITER Tal efektif 01 Oktober 2025
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Disahkan
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA Olehs
PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGEKALPINANG

FPELAKSANAAN SURVEY KEPUASAAN
KEPUASAAN MASYARAKAT (SKM)

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
I. Undang-Undang MNomor 48 Tabhun 2009 tentang | Sarjana Hukum
Kekussasn Kehakiman:
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Eedua otas Undang-Undang Nemor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;
3. Perma Nomor 7 Tahun 2015 tenlang Organisssi dn Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesckretariatan Peradilan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan
REformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedomaon Penyusunann Survei Kepunsan Masyarakat Unit
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Adminitrasi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunasn  aparatur  Negara
Kep/25/M.PAN/Z/2004  tentang  Pedoman  Umum
penyusunan  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  Instansi
Pemernintah.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGEAPAN :
1. SOP Kepaniteraan Perkara I. Komputer/Laptop
2. 30P Kepaniteraan Hukum 2. Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SOF ini tidak dilaksanakan maka implementasi asas peradilaan
tidak akan tercapai

Dokumen Perkara (Kenvensional dan Elcktronik)
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Mo, Dokumen | SOPO29HEZ025
Tel. 01 Okwober 2025
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Pembuatan
DMREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN Tel, Revisi
MILITER Tel efeknif 01 Oktober 2023
DAN PERADILAN TATA.-USAHA NEGARA Disahkan Ketua PTUN Pangkalpinang
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA Oleh
PALEMBANG i
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ._@J
PANGEALPINANG
Jalan Pulau Bangks, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru,
Kots Pangkalpinang, Kep. BangkaBelitung 13684, Mohamad Syaugie, $.H., M.H.
www. plun-pangkalpinang. go.id, infof@ptun pangkalpinang go.id | Nama SOP PELAKSANAAN SURVEY PERSEPS] ANTI
KORUPSI (SPAK)
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA ;

I, Undang-Undang Nomor 51 Tabun 2009 tentang | S1 Sarjana Hukum
Perubahen Kedua atss Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Nepara;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedoa atas Undang-Undang Nomer 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Surat Sckretaris Mahkamah Agung MNoimor; 132-
I/SEK/KULO1/6/2016  dengan Hal:  Evaluasi
Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan;

4. Peraturin Menteri Pemberdayaan aparatur Sipil Negara
Nomor: 14 Tahun 2017 teatang Pedoman Penyusunan
Survey Kcpuoasan Masyarakal Unit  Penyelenggara
Pelayvanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

7. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publiik;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pencegahan Korupsi:

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
don  Reformasi Birokrasi Momor 90 Tahun 2021
tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersth Dan Melayani (WBBM) di
Instansi Pemerintah;

10. Peraturan  Menteri Pendayagunsan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Momor 4 Tahun 2023 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Nepara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tabun
2022 tentang Pemantanan dan Evaluasi  Kinerja
Penyelenggarasn Pelayanan Publik;

I1.Keputusan  Ketun  Mahkamah  Agung  Republik
Indonesia Nomor:  13/KMASSK/VIL2023  tentang
Pedoman Maskah Dinas di Lingkungan Mahkamah
agung Republik Indonesia dan Peradilan dibawahnya;

12, Peraturan  Sckretaris Mahkamah  Agung  Republik
Indonesia Nomor: 002 Tohun 2012 tentang Pedoman
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnyva;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Rirokrasi Nomor 35 Tohun 2012




tentang Pedoman Penyusunan  Standar  Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintah;
KETERKAITAN ; PERALATAN/PERLENGKAPAN ;
1. S0P Kepaniteraan Perkara . Komputer/Laptop
2. Printer

2. S0P Kepaniteraan Hukum

PERINGATAN :
BOP ini tidak dilaksanakan maka implementasi asas

peradilaan tidak akan tercapai

PENCATATAN DAN PENDATAAN ;
Dokumen Perkara (Konvensional dan Elcktronik)
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No. Dokvmen | SOPAOINHE 2025
Tel 01 Oktober 2025
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA | Pembuatan
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN Tel. Revisi
AN FE'RADILAPP::‘]['LJ::IFE]}JS.MIA NEGARA Tg::hl::r 0 Oktober 2023
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA s Kafn EETR Biaskaiann
PALEMBANG :
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA _&
PANGEKALPINANG
Jalan Pulan Bangka, Padang Ban, Kec, Pangkalan Ban,
Kula Pangkalpinang, Kep, BangkaBelitung 33684, Mohamad Syauvgie, 8.1, M.H.
www ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun pangkalpinang go.id | Nama SOP MANAJEMEN RISIKO
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

I. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung RI:

2. Undang-Undang Rl Nomer 51 tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kckuasan

Kehakiman,

Keputusan KMA RI Ne. 145/KMA/SK/VIT2007:

Keputusan KMA RI No., 032/KMA/SKIIV2006;

Keputusan KMA RI No. 1 30/KMA/SK/IX/2022;

. Peraturan Mahkamsh Agung Republik Indonesia No.9 Tahun
216

pd

S e

51 Sarjana Hukum

KETERKAITAN:
L. SO Kepaniteraan Perkara
2. S0P Kepaniteraan Hukum

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

I. Kompuler

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor
4. Aplikasi Siwas

PERINGATAN ;
Jika SOP ini tidak dilsksanakan maka implementusi asas peradilaan
tidak akan tercapai

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Dokumen Perkara (Konvensional dan Elcktronik)




No Aktivitas Pelaksana Mulu Baku
Ketua Wakil Dokumen Tim Persyatan/ Waktu Dutput Kt
Kelua Kiontrol Pemarikza Kelengkapan
1 Membarkan
arahan kepada Surat 30 Menit | Terhimpunnya
Ketua uniuk C] sural perlu
mengelola diklanfikasi
Manajamen
Resiko
2 Memastikan Tidak
Sasaran T‘u:la1—h % Sural 1 dam Tersedianya drall
Manjemen Roesiko
3 Koreksi Sasaran
Manajemean Ya Surat 30 Menit | Terselasainya
Resiko . sural
4 Melakukan Review Surat 30 Menit | Tercatatnya surat
5 Menyusun dan
mengusulkan Sural 15 Menil | Penyerahan surat
Hebijakan I
Manajemen Ead
Resiko
B Melaparkan l_j Surat 15 Meanit | Penyerahan surat
T Mengarsipkan I Sural 15 Menit | Tersimpannya
.| arsip surat
( ) kepada unit

pongelalaan




MNo. Dokemen | SOPO3ATE 2025
Tgl. 01 Oktober 2025
MAHEAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Pembuatan
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN Tel. Revisi
MILITER Tal efektil | 01 Oktober 2025
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Disshkan " Ketus PTUN Pangkalpinang
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA Oleh
PALEMBANG -
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA = iy
PANGKALPINANG
Julun Pulay Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkolan Barn,
Kota Pangkalpinang, Kep, BanpkaBeliung 33644, Mohomad Syaugic, 5.H., MLI,
www.plun-pangkalpinang go.id, info@ptun pangkalpinang go.id | Mama S0P FENANGANAN SENGKETA INFORMASI
FUBLIK OLEH ATASAN PPID

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang MNemor : 51 Tahun 2009 fentang 1. Sarana Hukum

Perubahan  Kedua atas  Undang-Undang Nomor 2. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan prima

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 3. Menguasai Komputer
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukean Informasi Publik:
3. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah No.fl Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukasn Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2018 tentang

Sistem Pemerintah Berbasis Elckironik;
6. Peraturan Komisi Tnformasi BRI Neo. | Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Momeor ¢ 35
Tabun 20012 temtang  Pedoman  Administrasi
Pemerintahan;

Keputusan  Mahkamah Agung Republik  Indonesia
Nomor  2-144/KMA/SK/VIN2022  tentang  Standar
Pelayanan Informasi Publik

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
SOP Kepaniteraan Perkara . Komputer/Laptop
SOP Kepaniteraan Hukum 2. Jaringan Internet

1. Printer/Scanner

4. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN ;

SOF ini tidak diluksanakan maka implementasi asas peradilaan
tidak akan tercapai

Dokumen Perkaza (Konvensional dan Elektronik)




Pelaksana Mutu Baku
o A FPIDY Pejabat Tim Persyaratan’ Wik e i
Atasan PPID Lain Pemeriksa Perlengkapn I
1 Menerima Sengheta Informasi dasi Dispirsisi sural Dokumen
Komisi  Informssi, PTUN  don imasuk I Jam sengkena
Mahkamah  Agung  Republik informuosi
Indonesia
2 h[mlﬂillt PPID don aleu PEjIJhﬁ 4 Surat
Lain  schagni  Kimsa  uniuk ATE 1 Jam Pemunjukan
ponganan  sengeeta informees PO/ Luplop sebagai
public Printer ks
pLranganin
sengkein
informasi
publik
E Melaporkan  proses  penanpanan ATK Dokumen
senphetn informasi kepoda Atasan PO/ Laptap Tentaiif lzporan
PRI i Primter proses
™ penangamim
sengketa
informasi
4 FHID mengungzoh pubisan songhets ¥ ATK Dokumen
informasi e-LID PC/Laptop 1 Jam paimsan
Printer sengReta
Jasingan Tnienvel infrmast
publik




L

Mo, Dakomen SOPBLHE 025
Tgl Pembuatan |01 Oktober 2025
Tgl Revisl
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESLA —
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN Tgl Efeknif 01 Oktober 2025
MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA P ¥ T
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG | 2bkun elun PTUN Panglaipinang
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padung Bamu, Kee, Pangkalen Bary, Kota <
Pangkalpinang, Kep. BangkaBelitung 33684, B
www.plun-pangkalpinang.go.id, info@plun-pangkalpinang go.id
Mohnmad Syaugic, 5,H., M.II
Nama S0P PENGELOLAAN PERMOHONAN
INFORMASI
DASAR HUKIM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Nomer 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tohun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik:

Peraturan Presiden Momor 95 Tahun 2048 tentang Sistem
Pemerintah Berbasis Elekironik:

Peraturan Komisi Informasi RI No | Tahun 2021 tentang
standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunasn  Aparatur Negara  dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tehun 2012
tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan;

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-
[44/KMA/SK/VIIL2022  tentang  Standar  Pelayananan
Informasi Publik;

I. 51 Barjana Hukum
2. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan prima
3. Menguasai Komputer

KETERKAITAN :

I
2,

FERALATAN/PERLENGKAPAN :

S0P Kepaniterasn Perkara
SOP Kepaniteraan Hukum

|, Komputer
2. Alat Tulis Kantor/ ATK
3. Jaringan Internet

PERINGATAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanskan maka implementasi asas
peradilaan tidak akan tercapai

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Dokumen Perkara (Konvensional dan Elektronik)




Pelnkeana Mustu Baku
Mo, Aktivitay
Petugas Penpangpuna PRI Atazan Tim Persyatan’ Waktu Cutpue Ket
Informnsi | wab informast/ Panitem reiny Pemerikza Kilengkapan
Panimiad Hekretaric Keto!
Hukurm Wakil
Ketus
| Permohonin  menpisi Formulir Tercutatn
formulir Permohonan yi
Informas permahon
Register an
permmohonan infarmasi
Infurmasi pads
Buku
Hegister
| Petugms
2 Petugas informasi Formulir Diperoleh
miengisi register | Pemohanan nya
permohonan infarmesi Informasi filam | ketersedia
Reyister am
permohonan informasi
Informasi padu wnit
penyedia
nformasi
3 Petugas informasi Dokesen Tersedian
menyampaikan ‘L infarmasi dari ya media
formular kepada FRID penyedip penyimpa
* b informasi s
Flashdisk/ informasi
Renes' CODYD yang
dimahonk
n
4 PPID  mefakukan  wji Forniulir Disesuaik
konsckuensi eremohaiin an nya
.l Surat permuhonin dokumen
Informasi dan isi
Modia prermohon
yITpanan an
imformasi informas
5 Mermbuat hasil Farmulic Tersedian
pertimbangan tertulis crrmohonm yi draf’
dan dilaporkan kepadn urat permohian surat
pimpinan badan public Informasi penganiar
witik mendapatkan permberia
persetujinn o
informasa
fi PHILY mieminta Y Daf surst [Hsetuju
penangmy jawnb pengantir nya [
informasi untuk pemberian surat
mencan dan infarmasi penganiar
memperhitungkan Formulir bk
briaya permohonan ditznclata
informasi npani
Surai
permohenan
Ej informusi




T Pengelolian imlommas: Daf surat [Fitandata
menyampaikan pengantar ngaminya
remberitahuan tertulis pemberian suTTd
kepada pemohon imformnsi pengantar
informasi, ditokak Farmulir pemberin
diterima permahonzn n

informast informasi
Surat oleh
permalionan pejabiot
informasi PPITY

] Pengelola informasi Surat Diberikan
miemmiber kesempatun keterngan nyn
hagi pemahon hagi pemberan informasi
pemohen apabila ingin informnsi yang
meiihnt terlebib daluly Hardeopy ot dimahank
informasi yang diminta, saffougmy yang un
sehehizm mutuskan bersi informasi
snrfuk digandakin

% Penpelela informmas Tunda terima f Jam Diteriman
menentizksn bBaya dun Penerimasm y&  =urat
memberi taeda erimu informasi penguniar

beseris
informmosi
yang
dimohonk
an kepada
pemahan

10 Petugas informasi Formulin' surmt Tersimpu
memberikan informasi permohasnan nnyn
aesuai permEniamn i arsip
pemobon (hardcopy Heardcopy atou formular’
atmu soficapy) softcagy suart

inftirmasd permalion
an
infarmass
Kepaniter
aan
Hukim

11 Pegugas informas) Formulir! surt Pemohon
menminis pemahon prermad soman mienandat
menandatangani kalom informasi angani
penerinaan informagi Hirdeopy ntau klom
dalam register saficopy peRerima
pemuhonin informasi n

informast
dulam
register
permotion
an
Iz Petugas informasi Formmulir surat Pemohon
memberikon tanda permohonan 15 cnerimm
terima pembayaran atas informast Menit | tanda
pengandaan (bila Hardeopy atau ferima
infermnsi berbentuk seffcopy pembayer
hardeapy) i formist an atag
penganils
an (hila
informasi
berbeniuk

hardeeg




Mo Dokumen SORNINHE 2025
Tel Pembuatan - (07 Okteber 2025
Tgl Revisi
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER | Tel Efektif 01 Okober 2025
DAN PERADILAN TATA USATIA NEGARA . ;
Bisahkan (Heh Ketoa PTUN P
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG ’ e TR
PENGAIMLAN TATA USAHA NEGARA PANGEKALPINANG
Jalan Pulau Banpka, Padang Bane, Kee. Pangkalan Bar, :
Kot Pengkalpinang, Kep. BangkaBelitung 33684, ’_&
www.plun-pangkalpinang. go.id, infof@ptun-pangkalpinang. go.id
Mohamad Syaugie, 5.H., M.H,
Mama S0P PERMOHONAN INFORMAS]
DAN MEMBERIKAN INFORMASI

"DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

l. Undang-Undang Nomoar 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Lisaha Negara;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

alas Undang-Undang Momor 14 Tahun 1985 Tentanz Mahkamah

Agung RI;

3. Keputusan KMA RI Neo. [45/KMA/SK/NVIN2007 Tentang
memberlakukan Buku 1V Pedoman Pelaksansan Pengawasan di
Lingkungan Badan Peradilan:

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

5. Peraturan Pemeriniah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukasn
Informasi Publik;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor;
I3I/KMASSKNVITZ2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
002 Tabun 2012 Tentwg Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Linghkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi
Birokrusi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
PemerinmhKeputusan  Ketwa Mahkamah Apung Nomor: 2-
144/KMASK/VIILZ022 tentang Standar Pelayanan Informasi
Publik di Pengadifan,

]

|. Sarjana Hukum
2, Mengikuti bimbingan teknis Pelatiban KIP dan
Penyelesaian Sengketa Informasi Pengadilan

KETERKAITAN :

FERALATAN:

1. SOP Kepaniteraan Perkara
2. 300 Kepanitersan Hukum

Formulir Permohoan Informasi
Buku Agenda Permintaan Informasi
Media Penyimpanan Informasi
Komputer/ Laptop

Surat Permohonan [nformast

e o

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka implementasi asas peradilan
tidak akan tercapai

Dokumen Perkara (Konvensional dan Elektroni F:}




STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PERMOHONAN INFORMASI DAN MEMBERIKAN INFORMASI

Pélak
bl Mutu Baku
No | Aktivitas Petgas | PFID sy
Petugas | layanan | Pelsk ppip | AMsan | Potimbangan | Tim Persyaratin) '
L& e : su BRI ]':I::'l"af Pemenikea Porlsvighapan Waktu (g Ket
1RETH
1 L;:.;ihs:m P Data Aplikasi
formatlie ingh SR
Konckst Intemer
Aplikasi
SIANTAM
1 | Pelugas
i Surat Permohonom Dxaftar
n ke Mejo Rt Ko Lapanan
Informasi o
o [ Jam | Flukum
Pengadusn
3 Il?l';:m,g;m Formulir Salinan
'iujf:lnnmmsi e f s
o . inlormasi dan keberutan
ugﬁh kelenjkapan! discrahkan
i il Inmpiran kepada
e i permobonun pemmohon
memberiknm
salinun
permahonan
kepada
pemohan
4 Etlﬁ:ﬂ Pemchon Permohonan
hfirm_u:i E_nfm‘m.ul deteruskenn ke
i l I Register Memohon aisaan PP
o Gl
[kepada FPID
Pelaksann
5 :;]B , Formulir Jhari | Permchonan
w rmahin ipelainr
ahan. . pe i ielaly dipelajar
rknt\:;rr;bun informasi dan atacan PPID
p-mrbgmnlt:im s
(3 hari sejak
permohannn
dicatat)
o |PPID i i
Formulir I hari | Keputsan
r cpu
rur};:idmkm permohonan Atasan PPID, /
_ b informasi dan Kebomtun di
:umu:nml:umm O ketengknpan Telak
meminta
pertimbanzn
i kepada
Drewan
Perlimbangn
n
7 |Petugas Pemberiishuan 1 |k
; i : Cpulizsan
:Il:fn]..mq:aa:k ditelak hari | Alasan PPID,
AT IIC.rhm_ ; Lan i
an diterima I
{Mnkzsimal
18 bt sejak
permohonan)
3 | Petugns Pemberitahuan
10 | Pemohono dapat
nn':ﬂyampm'k diterima hari | memenkss
pesiberitatin i e
an diterimn i
{Maksimal
100 bueri sejak
permohanan}
===




9 | Pemochon Dokumen Cetaks 2 lam |Pemolion
memenks elektronik mienggandakian’
infrmasi memfitokopi
yang infirrmas ying
dimobonkan dimohonkasn

10 | Dokumen Dakumen Cetak! | Jlam | Pemchon
cetuk yang elektronik menggandakan
digandakan memfotolop
dengan mformast yung
SAFAn dimohankan
berhayar
(dokumen
elektronik
yang akin
digandokan
Tikuk
Dirpungut
Bimyn)

1 | Femohon Dokwmen Cetuk/ I Jam | Pemohon
memperokel elektronik mienggamdakan’
Salinan memiotwkopi
[nfiormasi informast v
Fublik dimnodicecan




No. Dokumen SOOI HE2025
Tgl Pembuatan [0 Okioher 2025
Tl Revisi
MAHEKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tgl Efektif 01 Ckioher 2025
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
AN PERADILAN TATA USAIA NEGARA Dixahkan Oich Ketua PTUN Pangkalpinang
PENGADLAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
FENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGHALPINANG *
Jalan Pulau Bangka, Padang Bany, Kee. Pangkalan Baru, _é'
Kota Fangkalpmang, Kep. BangkaBelitung 33684,
www.ptun-pangkalpinang go.id, infofiprun-pangkalpinang po.id
Mobamad Syaugle, 5.H., ML
MNama SOP FPERMOIONAN INFORMASI
KEPADA PIMPINAN ATAU
PEGAWAI TERTENTU
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS] PELAKSANA ;

.

10

Undang-Undang Nomor 51 Tabun 2009 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Nepara;

Undang-Undang Womor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukasn
Informasi Publik;

Undang-Unelang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;

Pergres Nomor 95 Tahun 20018 Tentang Sistem Pemerintah
Berbasis Elektronik

Peraturan Komisi Informasi No.l Tahun 2021 Tentang Standar
Layanan [nformasi Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparotur Negarn don Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Admianitrasi Pemerintahan;

Keputusan  Ketwa  Mahkamah  Agung  Nomor:  2-
L4 EMASSE/VIIL2022 tentang Standar Pelayvanan Informasi
Publik;

Keputusan Ketus Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
I3EMASKVINZ023 Tentang Pedoman Tata Maskah Dinas di
Lingkungan Mahkarmah Agung dan Peradilan dibawahnya;
Peraturan  Sckretaris Mahkamah  Apung  Republik  Indonesia
MNomor: 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkunpan Mahkamah Apung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya,

I. Sarjana Hukum

2. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
3. Menguasai Komputer

KETERKAITAN :
SOP Kepaniteraan Perkara
SO Kepaniteraan Hukum

PERALATAN:
Komputer! Laptop
Jaringan Intermet
Printer dan Scanner
Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :
Jika SOP ind tidak dilaksanakan maka implementasi asas peradilan
tidak akan tercapai

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Dokumen Perkara {Konvensional dan Elektronik)




STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PERMOHONAN INFORMASI KEPADA PIMPINAN ATAU PEGAWAI TERTENTU

Petaksana Muty Baku
. Drwan
Mo Alktivitas Petugas rein ; ;
Potugas | layanman | Pelsksana | PPID | SN “"“mw i ]fﬂﬁf;;;":;';’n Waktu | Ouput | Ket
infirmas :
Panitem
| |Pemushon mengisi Data
farmulic pada Llser Koneksi Aplikasi
Aplikasi |: ) [niemet SIANTAM
SIANTAM
2 |Petugas Pemohon Permohonnn Daftar
mengarchkan ke diterima aleh Kudsa Layanzn
Meja Informasi Petugas Kepaniters
dan Pengaduan laynnan n Hukum
informasi
3 |Petugas [nformas v Formulif Ripersleh
MCHgIE Tegisier ; permohianan keteredina
permohonan E:mmlc[.zm infarmasi n informasi
informasi ; k Saral paicla izt
¥iltsipal F".Ih permobonon penyedia
e e .
Register
permuohonnn
4 |Petugas Informasi : Drakumien Temedia
ety ampraikin - informesi dan v medin
formulir kepada penyedia ety
PPLD informasi n informasi
Flasdick/ gy
DV Kertas dirmnlanks
i
5 |PPID melakukan Formulir 4 | Disesunikan
uji koasekiensi pennshonan Jam | dokumen
T informas: infirrmasi
Surat dan isi
permahonan permohona
inlirmas: 1 informias]
Media
penyimpanan
informasi
& |PPID Formulir Tersodiamya
menyampaikan permohanan Dl surai
pemberitabunn informzsi pengantar
tertulis kepado Surst pemiberian
Petugas Infonmasi permdnn infisrmasi
ezl feal infermast
Permeshonan
ditolakf diterima
T | PPID merminta [¥raf Surat THsetujui
petugas layanin Ba pergantar Dearf surat
informasi untuk pemberian pegntar
menghimng hisva informsasi untuk
yang hirus Formulir thtandatanga
dikeluarkan oleh permohanan i
Permohon infofmis
Surat
permahonan
informast
A | Pengeloln Diruf Surst Ditandntnngm
inforrmas penganiar iy Sumt
menyampaikan pemberizn Pengantar
pemberitzhuan in fsrmmiasi prernberian
tertulis kepadn Formulir informasi
Pemahon, yain ‘ f"-"- permahanin olch Pejaba
ditolak’ diterima informasi PPID
Surai
permohoran
infarmzs




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MBERTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
MILITER
DAN PERADILAN TATA USAILA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAIA NECGARA
PALEMBANG
PTENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGRALFINANG
Falan Pulau Bangka, Padang Hane, Kec Pangkalan Baru,
Kot Panpalpinang, Kep. BangkaBelitung 31684,

l W plun-pangkalpinang, po.id, infoidptun pangkalpinang o id

No. Dokumen | SOP/DISHE 2025

Tel 07 CHcrokser 2025
| Membuntan
Tel Revisi
| Tl efekiif 01 Ckrober 2025
Disabkan Ketun PTUN Pangkalpinang
Oleh

‘A

| Mahamad Syauqic, 5.H., MLH,
MNama S0P
MARI

| DASAR HUKUNM
1,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahakamh Aguny;

2. Undang-Undang  Nomor 48 Tohun 3009 Tentang  Kekunsuin
Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2000 Tenting Perubahon Kedaa
atas Undang-Undimg Nomor 5 Talun 1986 Tentang Peradilan Tuta
Ussiha Negam:

4. Kepulusan Dersama Ketua Mahakamah Apung dan Ketua Komisi
Yudisial Nomer: 4TKMASKBAV/2009 dan OXSKBPEKY/N/2HY
Tentang Kode Enik dan Pedoman Prilaku Hakim:

3. Perawran Bersama Mahakamah Agung dan Komisi Yudisil Nomor:
O3PRMAIX/Z012 dan 03/PRPCY 002012 Temntang Tats Cam
Pemeriksaan Bersam;

. Peraturan Bersama Mahakamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor
HIPBMAIX2012 don 04/PR/P_KY092012 Tentang Tata Cam
Pembeniukan, Toia Kerja dan Taty Carg Pengambilan Keputusan
Majelss Kehormntan Takim;

7. Peratrmn Mahakamah Agung Nomor 9 Tahun 2006 Pedoman
Penangunon Pengaduan W histleblowing Svsiem) di Mahakamah
Apung dan Badan Peradilon dibawalinya;

8. Beputusan Koty Mihkamal Agung Republik Indonesia Nomar
BUKMASK/VINI023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas i
Lingkengan Mahkanmal Agung dan Peradilan dibawahnya;

9. Permturan Sckretarsi Mahlkamah A gung Republik Indoneisa Nomar:
002 Tahun 2012 Tentang Pedoamn Penyusunan Standar Operasioanl
Prosedur di Lingkungan Mahakmah Agung dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya;

10 Persturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negora dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahyn 2012 Orperaions]
Prosedur Administmsi Pemeriniah

Undang-Undang Nomor 3 Tuhun 2009 Tentang Perubahan Kedus Atis

KUALIFIKASI PELAKSANA :

PENANGANAN PENGADUAN/ S1WAS ]

. Sarfuna Hukum
L Mengerti dan mahir komputer
3. Mengikuti himbingan tcknis masalih pengaduan

KETERKAITAN : PERALATAN:
I. S0P Kepaniternan Perkarm - Kemputer! Lapiop
2. BOP Kepanitersan Hukum - Printer

- Yaringan Internet
- Peratumn Perundang-undangan yang terkait

| PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN -

lika S0P ini tidok diloksanakan
Edak akan lereapai

maki implementasi ssas peradilan

Dokurmen Peckar (Konvensional dan Elektronik)




STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGANGANAN PENGADUAN/ SIWAS MARI

e Muta Haky
Aklivitas Petugas = .
: Fanmud Panitera Tim Persyarmtan/
Meja fayanan ; Kt ¥ W) 1
Pemedusn | infmmai | Hlum | Sekresis | S| pemeribaa | Perlenghapan | VO Qutps
Ket
Pemohon mengisi formulie PC =
Aplikasi SIANTAM
pada Ap 1 ' t.r:'u; Data Aplikasi
Korieksi SIANTAM
Intemet
Petugas mengurahkan ke 5 Daftar Layamn
Mejn Tnfoenasi dan i Kepaniterman
Begadisen Pervobonan biukum
Sral Kunsa
Menenma Penpaduan dan L 2
membenkun Formulir Fommdir qu:"':',:p";dnp
Pengaduan untuk difsi ofeh e e K
Pelapor 1 Pengaduan 7 don berikut
Lampirnnys
Memasukonn Lapomn Dokumen
Pengadunn ke dalam Formulie Pengoduan telah
Aplikasi BIWAS MAR] Pengaduan dilaparkan
|
Membenkan Momor | h .
Reptster pada Formulis Momer Register NDTI'FEIFH'EEI?:“ET
Pengaduan : rengat “ Pengaduan
Membuat Tands Terima i
Pengndunn dan discrahkan Tandia Terima Hukti Tundsa
kepada Pelapor 4 Pengoduan r Terma
I
Membuai Surnd Pengantar * X
Pengimd . 5
e . L Surat Pengantar mﬁt:rﬁnm
Menginmbkan Dokumen
Pengaduan ke Pengadilan e Dskurmen
Tinggi Tata Usaha Negars + HIlkR Epes Pengaduan telah
Palombang Sarut Keluar dikitim
Mengarsipakn Asl Terdmpannys
Diokumen Pengaduan dan Arsip Saeru
menyernhikan | {satu) Asti dokumen B losifikasi
Brﬂr@mﬁ Pengaduan ke Pengaduan Pengaduan puda
bagian Kepegawaian dan Kotak Arsip Karpaniterann
Orala Huktim




MAHEAMAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERAIDILAN
MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGREALPINANG
dalan Pulau Bangka, Fading Bani, Kee. Panghalan Barg,
Kol Pangkalpinane, Kep. BangkaBelitung 33684,

o pran-pangkalpinang. poid, infodd pton pangkalpineng.go.id

Mo, Dokumen | SOPOIGHEI025

Tyl 0 Okrober 2025
Pembuntan

Tl Reviss

Tpl efeknf 01 Clitober 2025

[hisahkan Ketua PTUN Pangkalpinang
{eh

)

Mohamad Syoogie, S.H., ML

Mama 50P PELAYANAN JASA HUKUM POSBEAKLAM

DASAR HUKUM :

b

KUALIFIKASI PELAKSANA ;

Undang-Lindang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Persdilan Tata Usahia
Negary scbagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 dsan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomaor
51 Tahun 2000;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat:

Peraturan Mahakumah Agung Nomor | Tahun 2014;

Keputiesan Ketua Mabkamah Agung Republik Indonesia Nomor
IFVEMASKAVINZ0ZI Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas i
Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya;
Peraluran  Sckretarsi Mahlkamah Agung  Republik  Indoneisa
Nomor: 002 Tahun 2012 Tentang Pedoamn Penyusunan Standar
Oyperasioan] Progedur di Lingkungan Mahakmaoh Agung dan Badan
Peradiliom yang berada Ji bawahnya:

Peraturan Menteri Pendaypgunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokeasi Republik Indonesia Nomor 25 Talun 2002 Operuiongl
Proscdur Administrasi Pemerintah;

Peruturan Menteri Pendayagunsan Aparatur Negara dan Reformasi
Hirokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Opersional
Prosedur Administrasi Pomerintah:

Keputusan Digjenmiliun Nomoe: 28DIMT/EEMILZ0S Tentang
Poshakum

Sarjans Hukum (S} pada Petugas Poshakum

Advokat (SH) Petugas Poshakum

Sarjana Hukurm (SH) puda Stal Pelaksana di Kepaniteraan
Musda Hukum

W -

EETERKAITAN &

1
2,

PERALATAN:

SOP Kepanitersun Perkara
SOP Kepaniteraan Hukum

PERINGATAN :

1. ATE (Als Tulis Kanior)
2. Buku Register Poshakum

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika BOP i tidak dilaksanakan makns implementasi asas peradilan
tidok akan tercapai

Dokumen Peckarn (Konvensional don Elektronik)




STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAYANAN JASA HUKUM/ POSBAKUM

Foloksana Mutu Bakas
Mo Altivitas Petugas Petu Saaf Panrsind Ketun! Tim Persyaratan/
Vi i Wakil ; Wiktu | Output | Ket
Pelugas layanan Panrud Hukum | Fanitera n fik Pl
informag | POSBakUm | Keiys | Prmerikes enghapan
P Prata

ol Ll i Akun Lser Aplikasi
mengisi fommailir T SNTA
paida Aplikasi hun:l ..I N
SIANTAM nerme !

2 |Pelupas Lﬂaﬂ;rm
mcigarihkan ke Bt Kl-lr il
Mejn Infonmasi L Barmolaman u;pm
dan Pengaduan Surnl Kuasa Hikwn

3 Mnug,aﬁ:km = ?:ﬁ:::mt
FPepmihonan Lengis Formulir LI
kepads Permohonnn = E:,:ﬂ:r
Posbalkum Luyanan -
fri ol IO v Pengadilin
dempan mengisi K eterangar B
RTINS0 Tidak Mampu
telnh digediazkan (SKT) stau
dun mermberikun Surnt Scjenis
persyaniian yang
diperfukan

4 | Memenksa }?-DFI:I.EIHEH
formulir dan “mj;ﬂ

argkapan b
:E:Il;umm Han sudah
reyaratan, dan Cek List pada fiterima
F';:.tt Fm}:u;iun farmulir olch
iid.nk lengkap permobonan Fetugas
minkan laynmin Poshakum
dikembalikan
kepada Pernohon
agar dilenghkapi
i Cek List pada i
; Eﬁll;‘::nr::if:m formulir Eﬂkummd
permohonan i
Fcnm layanin dan Pelayars
[nmpririn Poshakum
| Memberikan Formulic Pl-:;:;ﬂl'lmﬂ
layanan permohonun
Posbakum Inyansn )
Eenpudiay 4 Pedoman Kode | | A fendapat
fesua dengan Etik Petugas Pﬂ.\"ilnmlml
Jadwal Piket Poshakum s ﬁ
Poshakum ergndi
- F r

T |Apabila CTREAJLEN \I
Mermahon 4 :I‘“m-rmhmi
laynnan tidik
mamp I Jam | Berperkan
memhayar Biaya :mdm
Perkars, maks Formulir 5 i
fefigea permohonas
Posbakum hisa layanan
memberikuy
fovrmulic
permedsonim
Pemibebasan
Binya Perkara/

Prowden

i B | Dafiar Prermyolon

¥ :fﬂ; Organisazi an
- B el

liyanan hieTE m [:i'.ll
membuiulikan Fiukum amy In ﬁlarm.'a.-n
penduomping di Advokat yang | | Jam |perihal
Sidang memberikan Lemnbiga
Pengudilan, Fanfuan Bantamn
miaka Petugas Hukum sseum Hudoam
Pashakum L_.:j Cuma-Cumay/ SECIT




memnber L3 Gratis Giratis dan
Informast prosedur
Organisasi permohon
Bantuan Hukom anmm
vang dapat
memberikan
Bantuan Loyanan
Giratis

¥ [Mengisi v Bt
kelengkapan data pemyizin
dan meminta 1elak
tatsdotangan C I Jam |menerima
Penerima Luysanan
Layunan suidah
::shuhun a8 Foarmulir ditimhonn

Tugas gani
Pengadilan pada P:":’;*;?:
Formulir
Permahanan
Layanon dan
Surat Pernyacasi
telsh menerima
layanan
CATATAN:

Layanan yang diberikan oleh Sarjann Hukum, Sarjana syariah, atay Mahasiswa Fekultas Hukum hams mendapat Persetujuan terlebih dahulu dori
ADVOKAT yang beriugas di POSBAKUM PENGADILAN,



Mo, Dokumen SOPDATIE 2025
Tel Pembusaiun 01 Oftipber 2025
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tk Bl
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN Tyl Efektif 01 Oktaber 1025
MILITER DAN FPERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG | Disahkan Dich Ketus FTUN Pangkalpinang
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGCRKALPINANG
Jalun Polau Bangks, Padang Baru, Kec. Pangkalan Ban, Kaota .
Pangkalpinang, Kep. BangkaBelitung 33684, _&
www.plun-pangkalpinang. go.id, infol@ptun-pangkalpinang go.id
[l Mahwimad Syaugle, 5.1., M.H.
Nama SOP POSBAKUM PENGADILAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKAST PELAKSANA:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor |
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

2. Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor 28/DiMT/Kep/1112014
tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor | Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;

3. Kepuwsan  Ketua  Mahkamah  Apung BRI Nomor
026/KMA/SK/L2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

L. Memahami peraturan perundang-undangan yang
berlaku
2. Memahami tugas dan fungsi pekerjaan

KETERKAITAN;

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

. SOP Kcpaniteraan Perkara
2. SOP Kepaniteraan Hukum

- Papan Informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum
- Papan Nama ruangan Poshakum
- Daftar Hodir
- Formulir permohonan layanan Poshakum
- Surat Keputusan Pembentukan Posbakum
- Surat Keputusan Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga
- Penyedia Jass Poshakum
- Laporan hasil Panitia Scleksi
- Surat OPerintah Kerja
- Burat pernyataan telah menerima layanan
- Buku Regiter Posbakum
- Daftar
Piket
- Mol
- Surat Keputuson Panitera/Sekretaris menenai imbalan jasa
- Surat Perintah Membayar

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidok dilaksanakan maka implementasi asas peradilan
tidak akan tercapai

Dokumen Perkara (Konvensional dan Elektronik)




1. POSBAKUM PENGADILAN

11. PEMBENTUKAN POSBAKUM PENGADLAN
Pelaksann Muiu Buku
No. Akipibas Ketun Tim Persyatn/ Wakiu Oulput Ket
Pengadilan Premerikas Kelenpgkopan
| Mesmbiiat perencanaan - Perkimon satuzn biaya 5 hani Perencanaan dan
pembentukan Foshakum | Perkirtan  kelwstuhan PenEANEELmn
Mengadilan  sesual  ampgaran yang SUMNA (rasarung Poshakum
tersedin Pengadilan
suadnh dilalakan
2 Menvedinkan  ruangan dan ramna/ - Bungan dengan luas | 1 han Surat Kepotusan | Apahiln
prasarnna untuk Poshakum Pengadilzn minitnal,. m2 Pembentukan nnEgnran yang
dengan Ej - Fumiwre setidakmya Posbakoum tersedia tidak
memperhmtikan akses uniuk terdiei dari 2 meja dan miencukupi
menyandang disalilitas, 4 Lursi ik suremn
perempuan, anak-anak dan  orng = | unit AT prasasng
Innjut usio - 1 unit kemguter Posbakum akan
= lunit disesualkan
printer dengzan ke
ATK Sanggupan
- IPapan  Informasi TR
Urganisasi Baniuan
Hukuam
= | papan fama ruanpan
Poskakum
3 Merencansken  fadwal don jumizh = Jadwal kerja Petugas | | han Tumlah Petigas
Petugas  Poshakum  Pengadilan Poshakum FPosbiakum yang
berdasarkan  hari dan jam  kera « Perkiraan wokiu dibutuhkan  dan
Pengadilan lisyrvars besamya
- Perkiman  jumlsh ioillas Jaa
Felugas  Posbakum h'"‘[""“_"‘“""'
Pengadilan  yung Yejcrecdizan
diperhukan ANgEumn
Pengaditan
T, N:

Layanan yang diberikan oleh Sarjanan Hukum, Sarjana Syariah stan Mahasiswa Hukum harus mendapat persetujuan

terlebih dahuolu dari Advokat yang bertugas.




1.2.

KERJASAMA KELEMBAGAAN DENGAN PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN

Pelaksana Mutu Baky
Ha Alicie Kotua Panitiz | Pejuhat Perbuat Tim o~y Waktn | Oupt Kol
Pengadilan Seleksi Kamitrmicn Pemeniksa Kelenpkapan
I Mermnbentulk Panitia
vtk mekikukan
s e [ - e
S::;ﬁ Lm Pasitin Seleksi ¥R :IM.M“
Poshakum Pengadilan Letuphizn
2 Menrumumian
pemimikanm dan
pencdatbran peoses o—
seleksi hagi Calon Pengnmuapman
Lembiga Pemben teriulis tentang
Layuman Posbalum pemdafiarn din TN
Pengadilan seleksi Calon El::immpg[
Lembogn Pemberi intonmasi
Layunon Shari  [Pengadilan
Posbakum Fengumumsan
Penpudilm melalul Wbsite
Website untuk ptdah dilakulkon
mermpubhkasian
Pengumurman
3| Muclakukan seleks 4
dokumen sezal tidak
kriterin Calon Lembaga
Pemberi Layaman \
Mosbakum  Pengadilan, Seleksi
Eis dokumien
Tika dokumen sudah
persyintan bretum Dulaumen dilakukan.
lengksp ot belum Kelenghapan Calon Calon
sexumi,  menginformast ].I_':"Mu' Penther! Lembay
: wanu Fosbakum . | Pember
kan  kepada  Calon Pengaditan Formulie | 3han |
Lembagu Pemberi kelengkapis Pkl in
Lajpnan  Poshakum syaraian Pengadila yuna]
untck melenghaginya kumen memenuhi
kriteriz aw
Jika sudab lengkop dan sudahy
sevuai diperboleh
melanjutkan ke proses
bertkutnya,
4 Mengadakin les
kualifiknsi bagi Calon
Lembaga Pemberi Pedomin tes
Layanun Poshakum kunlifikasi dan
Penpadilan  yaig  felah penilain yng | Hasil
mementhi kriterin disuam oleh 3han Koealifikasi
dalam selcksi TASIE= masing
dokumen Pengadilan
!




Memberi pemiilisian Hasil e
terhndap Calon kunlifikasi
Lombags!| Pemten Penilaian
Layarian Pozbakum mm —
melaporkan hasil mﬁm.
penilaian  bendasarkan oo R
ranking kepada  Kitus 2 hon
Pengaditan E..u.l emhesi
Posbakum
Fenpgadilan
suclah
dilakukan
Menctapkan Lembaga
Pemben Layanan
Posbakum  Pengodilan Huzil 125
yang akon ditunjuk untuk kunlifikusi Herila 1 hasi iﬂmli lrmkﬁ g
bekerjn  sama  scsuai acara Scleksi sil seleksi
ketentuan
Mengumumbkan Lembags
Fminrt Surat
Layanun Poshakum Pene
wang ditunjuk Pmmnmlg
Pengmuman Seleksi
Hasil Seleksi Jhari | Lembags
: Penyedin Fusa
P'osbakum
Penpadibon
Menandatimgani
Perjanjinn  Kerjasama
dengan Lembajs
Pemben Layanan oo o
Poshakum  Pengodilan Posanjixa | bari | Femanjan
yung telah ditunjuk vang Kerasama Kerjasims
berlaky  sefama solu
Lubven anggaran
Menerhitkan Surt ¥
Perimah  Kera  umluk
Loy, nembed Perjanjian —
Loynnan Posbakum vang Kes Kerja

1eiah ditunjuk




1.3. PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN

Pelaksana Pelutu Baky
Na. Aletivitag Pemahon Petugas Tim Penpawus Persyatan/ Wkt Chutput Ket
Posbukum Kelenghapan
Mengnjuksn  pormohonan  kepada 1 jam 3
Posbokum  Pengadilm dengan Regisionsi
mengisi  formular  yang  telah Formulir Calon
discdisksn i memberikan permuhona o ik
eyl diplokin 4 At s p;ﬂm
Penigadila
2 Memeriksa fomm lar dan ¥
kelengkapon dokumen persyamian; jika Tidk . Delcuraea
tidak lengkap, mengembalikan L jum persyatin
kepuada Pemohon unfuk dilengkagi, Check list pasa lenghap
Yo permohona n sudih
Jika lengkap, Pemohon' Calon Penerima layanan diterima
Layanan dapat langsung mendapatkan Petugas
pelaymnar. Posbakum
1 Mt:u:h:_rltm lﬂ}'.l‘l.ll.ll'l Pn.r.hul:_um Formubir 3 hari
Pemyraddilan, upabila penering
Liyanan PETRCRimA laynnamn PT“::M »
Pashakuim tidak sanggup memba T
biayn  perkara, imaka p};rmugus Pedorman kodo Pener
Posbakum akamn memberikan etik Pelugas G
Poshakum layanan
formular permohonan pembebasan
biaya perkarn untuk disfukan kepada Pengadila sudah
Kenm Pengaditan Daflar meniap
Crgenizasi atkan
Hantunn layunam
Hukwm atiu Pesshulky
adveaks m
ininnya vang Pengadil
dupat i
memberika n
hinmnn
hukum
4 Mengisi, memenksa  kelengkapan | hizxri
i don memintn fEnduingn Surmt
Perenma Laynnnn Poshakum pemyata
fengadilon dan Petogas Pengadilan l ) " an telih
pada Formulic permobonan Lyanon Eorlie MEnerim a
dlan sural pemvataan telah menenma permohuona n [ayanan
I layaman
VAR, sudah
ditendsn
ngasi




1.4.

MEKANISME PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN POSBAKUM PENGADILAN

Pelaksana Mutu Bokg
. Alurering Petugns Panitera/ Ketua Tim Persyatan Waktu Chutpu
Poshalurmn Sekreturis Penpadilan Pemenibsn Kelengkipan
Membuat laparan
disertai Eﬂl‘rl]'.ltl.l:lsi Malal
herkas perkarn setiap bulan |
dan membenkannya
kepuda Ketun Pengadilan hock list
melnlui Paniter/ komplikasi
Selretaris bﬂkaspcrk.au
Formulir
permohona n
Dokumen Berkis
Persyantda n perkan: sudah
Kronalogis | hasi dikomplias,
peikisa " Japoran sudah
Dokueen ibuiat dan
has s e
Poskakum
Fengadilan
Permyataon telah
diberikann ya
Inyamuin
2 Mengisi Buku Register
yng disediubian
Pamitera’ Sekretaris Buku Hegister
mengenal penyelenggarman . sudah diisi
harian Posbakum E]:"ﬂiﬁ::r bt | YemekapDstiar
Pengndilan dan et Basdir priker
rcnandatangant dafir F sudlah ditanda
hadir piket setap hari tangani
lnyanan
3 Memeniksa  kelengkapan ﬂ_—,_J
isien Bedi, Bewister: dup % / e
dafiar hadir piket secam
Hhkw Register
Jika belum lengkop, maka Buku Repister pudah diisi
dikembalikan ke Pemgas Daftar  hadir | hari  Jengkap Dnflar
Poshakum piket ku.ii.rpik:: sudah
fitarsda tangani
Fika sudah bengknp maka
dilaporkan  kegada  Ketun
Pengudilun
4 Menpadakon rapal Ruang Rapar
evilus berkala Motulensy
sekurang-kurangnya 3 berita seara ;
{tiga) bulan sekal rapat H'fu:l . rapal
teshodip  pelaksanaan Bundel hasil i
Poshakum Pengadilan PEIWES Rk
Fort i | hari | pelayanan
Buku Register i:ﬁm
Drefior hodir baik
Sumt g
progantar

lnporan




Laporan disertasi
komplikasi berkay
perkam

Melheanakan pertemunn
koordinnad
sekumng-kurangnya 2
(chuah kali dalium setahun
membahes pennasalihan
dan
petkembangan yang timbivl
dolam  knitannya dengan
Kerjaesaiin
kelembagnan yang dijalim,

Jikn diperiukan,
Pengadilan clapat
memberikan  bimbingn
teknis

uang Perlemuan
Motulensy' benita
e perenisan
Trihadiri aleh
Fetugas Poshaloum

‘Husb perermnuamn




1.5. MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN IMBALAN JASA BAG] LEMBAGA PEMBERI

LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN

1.5.1. MEKANISME PENGAJUAN IMBALAN JASA BAGI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN
POSBAKUM PENGADILAN
Pelaksann Bfuiu Haku
Akmrin Lembagn Kuas Tim Persyntan/ Waknu Chutput
Pemberi Pengguns Pemen Kelenpkapin
Liyanun Anggraram k=a
Poshakum
Pengadilan
Membuat surat penagihan imbalan jasa Daflar hadir | han Sarat
don capaian kerja Petugas Posbakom Bukn Begister penagilan
Pengadilan setiap bulan ootk diberikan Lapomin diseral imbalnn jasa
kepada  Pamitera’  Sekretaris  selaku komplikasi berkag dan eapaian
Kuasn Pengiuna Anggaran, perkara kerjn
berdnsarkan  pada  lamnayn  wokie Petugas
layznan dan jumlah Petugas Poshakem Pashakmm
vang discdiakam, Pengadilan
Lamanya  wiki  layanan,  jumbah
Petugas  Posbekum  dan bedarnya
wibalin  juss  ditentokan Kehm
Pemgudilan berckasarkan
ketersedinan angimaran
Menerima dan memenksa kelengkzpan L J Daflar hzdir 1 hari Burat
surl  penagshan  imbalan  jass dan Thdok Buku Register Kepuinsan
capaian  kerja  Powwgas  Poshakum Laporna  disertai Paniters/
Penpaditan komplikasi berkas Bekretaris
prerkar mengenai
Jika belum  lengkap, mengembalikan Ya Surat penagihan Jasa sudah
kepada  Petugas  Poshakum  doanfstan imbolan  jusndan diterhitkan
Poshakum Pengudilan capaian kerja
Petupas Posbakum
Jikn sudah lengkap, memboat S Pengadilan
Keputasan Kuasi Penppuma  Anggaran SK Kerea Pergaditon
mingena  Imbalen Jasa kemudian men gena besamn
mienyerabkan kepoda Pejabat Pembuat imbalan jass
Kotitsie=n ¥ Perjnnjinn Kenusama
vung tebnh ditanda
tnngani




1.5.2. MEKANISME PEMBAYARAN IMBALAN JASA BAGI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POSBAKUM

PENGADILAN
Pelnkeann Mutu Baku
Webutey Pejabal Pejubat Bendatar Tim Persyatan/ Waktu | Output | Kel
TPembaat Penundatinga Fengeluamn Pemeriksa Kelengkapan
Komitmen nan Siral
(PPE) Perinteh
Membayar
{FPEPM)

Menerbltkon Sarnd Surut Keputuin | 2 jam Surm

Permintian n KPA mengenni Permin

Pembayiran (5P} Imbalan Jasi o

berdusarkun Surui Pembuy

Keputiesan Kounsa i

Pengouns Anpggran [SFP)

IETHEETIIL imbalan

jaza petigas

Pesshakum i

Memeriksa  kebenomn Sural Permtah 1 jam Surat

Surat Perminiasn Tidak An Panbayac Perintsh

i \/ Kelengkap g

Jika tidak mememehi (5PM)

persyartan untuk

ditayarkan,

mengembalikan surat

Perminizan Penshayaran

kepada Pejabat Perbuat

Komitmem

Jika  sudah benar,

mencrbitkae Sumt

Perintah Membayar

(SN ddan

menyerohkan kepads

Bendahara F"ul'ng\cl'lmnn

Membayor imbialan Kuitnsi | hari Imbalan

Jasa kepadn Petugas pe:nl::rya:_m Jasn

Posbakum Pengadilan Dana tunai Petugns

dan/uing Lembuga Posbaku

Pemben Layannn m

Poshakum Pengadilan Pengadil

berdazarkan Sural ]

Perintah Membayar sudah

dari Pejabar dibayark

Penandatungan Surat an

Perintali Membayar

Memyimpan reluruh Bukri pengeluar | 2 han Bukti

buke pengeluann zn dans pengelu

= =) BT

UNEEarn dan Ketangn angoam

membukuban setiap Posbakum n sudih

transaksi keuwangan disinipa

dalam n,

penyelengpamn gk

Poshakum Pengadilan ;
keuanga
n
Openisin
ful




Posbaku
m
Fengadil
an sudah
dicaran
s
dibukulk
ani dalifn
Jumal




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
MILITER DAN PERADILAN TATA USAIA NEGARA

Jalan Pulwy Bengka, Padang Baru, Kee. Pangkalan Bam, Kota
Pangkalpinang, Kep. Bangkabeliung 33684,

Mo, Dokumen ORISR0

Tpl Pembuatan |01 Oktober 2025

Tgl Revisi

Tel Efektif {01 Oktaber 2025

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG | Disahian Olech Ketua PTUN Pangkalpinang
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANCKALPINANG

www.ptun-pangkalpinang go.id, infol@ptun-pangklpinang go.id —Q,

Maohamad Syaugic, S.H., M.H.

Noma S0P POSBAKUM ONLINE

DASAR HUKUM : KUALIFTKASI PELAKSANA =

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mabkamah
Agung RI sebagnimana telah beberapa kalo diubah, terakhir
dengan Undang-Undang R1 Momor 3 Tohun 2009 wentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1983
tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 5 talun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Megarn sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor 51 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang — Undang Momor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik;

5. Keputusan Ketun Mahkamah Apung Rl Nemor
144/EMANVILZ2007  tentong  Keterbukaan  Informasi  di
Pengadilan;

6. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Sarjana Hukum

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Kepaniteraan Perkara
2. SOP Kepaniteraan Hukum

Smartphone Komputer/Laptop

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maks implementasi asas peradilan| Dokumen Perkara (Konvensional dan Elektronik)

tidak akan tercapai




Wa. Aktivitas Pelaksima Miitei Baku
Penggunn Petugas Tim Persyman/' Waktu Cutput
Layanan FOSBAKLIM Pemenksa Kelengkapan
I Mengunjungi Website resmi Senariphome 5 Menil Websie
POSHAKUM PTUN fhomiputer /fapiop POSBAKLIM
Pangkalpinang PTUN
Prenpknlpinang
2 Memilil [ayznan Konsultas Smasiphene 2 Memit Palthon Layanan
Bantuan Hukum Online Somputer Taplop Konsuhasi
Bantusn Hukum
Crnline
3 Memilih Layanun yungs Smamphone 5 Menit Jwwban dan
difmginkan ek Meommputer Taplop Layunan
honsuliaz Online
4 Komsultasi lebih lanjut dengan L‘;ﬁm Smartphons 10 Menit | Percakopan real-
petugas POSBAKUM, ketik — . Meomputer Tagilop time konsultasi
Info Lainnye online dengan
pretugas
POSBAKLIM
5 Memberikan jawabhan terkait Smariphone 15 Monnt | Jawnban atag
informasi yang diminta oleh Tkomparer Taplop kvnsultesi dari
pengeuna layanan Pengguna
layanan
G Pelnyanen FOSBAKUM Online W Smarphone SMerit | Testimoni dari
selosal, pengmuna lnyanan Teomputer Maptop peREEInG
mengakhin percakapan layinan




